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32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
mengetahui.(QS.An-Nur 32) 
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Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar 
huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Ta 
ث Ŝa S| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H} Ha (dengan titik di bah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Şad S{ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D} De (dengan titik di bawah) 
ط Ţa T{ Te (dengan titik di bawah) 
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ظ Za Z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ....‘.... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Qi 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah .…'.… Apostrof 
ي Ya Y Ye 
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 ُ Dhammah U  عَ لُ عَ  
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2. Vokal Panjang (Maddah) 
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama Contoh 
 ا     عَ  Fathah dan alif atau ya 
 
Ā 
a dan garis 
di atas 
 راعَ رِيْلْا = Al-khiya>r 
ي      رِ  Kasrah dan 
ya 
 
Ī 
i dan garis 
di atas 
 لُ يْ 
رِ يْعَ  = Tah}ki>m 
ك       لُ  Fathah dan alif atau ya 
 
Û 
u dan garis 
di atas 
 لُ يْ رِ عَ  = ‘Aqi>du 
 
3. Ta Marbutah 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah 
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Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ 
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5. Kata Sandang 
Kata sandang huruf 
syamsiyah 
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ABSTRACT 
 
Irfan Listianto, NIM: 12.21.21.021, PANDANGAN HAKIM  TERHADAP 
DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR  ( Analisis 
Putusan Pengadilan Agama Surakarta Pada Perkara No 
.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska) Dispensation of marriage is a policy or legal relief made 
and given by the government to the bride where the age of one or both of them 
have not been in accordance with the legislation of the namely men 19 years and 
women 16 years. 
        Problems dispensation of marriage is set in legislation of no. 1 1974 Article 
7, paragraph 2 "in the case of deviations from the elements can request an 
exemption to the courts or other official designated by both parties elderly men 
and women. 
 From the research, found that a person who filed a dispensation to marry 
because the child is not old enough age and because they were afraid if they are 
not married soon there will be an act that is forbidden by the Islamic religion and 
law. And the consideration of judges used in the decision is based on sharia law 
and based on the of or facts in the trial. 
 
Keywords: Dispensation, marriage under age.  
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BAB I  
 PENDAHULUAN  
Latar belakang Masalah  
         Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan perkawinan tersebut dapat 
terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga 
perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang 
matang fisik maupun mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan 
suatu persiapan yang matang. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi 
beberapa syarat syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak 
melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan 
perkawinan itu sendiri. Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia 
minimal dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu dalam Pasal 15 KHI serta 
Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan 
jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-
Undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 
ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
1
 
              Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai . seorang 
calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun 
                                                             
       
1
  Kompilasi hukum islam pasal 15 ayat 1 dan 2 / Undang Undang no. 1 tahun 1974  
2 
 
harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasl 6 ayat (2),(3),(4) 
dan 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai 
umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendaknya 
melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama. 
Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 
bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita 
kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.
2
  Sementara itu dalam agama 
Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan 
batasan umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-udang 
perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah 
baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai 
dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi 
basah.     
         Dispensasi Perkawinan adalah Kelonggaran atau keringanan yang diberikan 
kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan 
perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum 
mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oeleh Undang-undang. Adapun usia 
yang ditetapkan Undang- Undang yakni untuk perempuan minimal 16 tahun dan untuk 
laki-laki minimal 19 tahun Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh 
sebagian masyarakat surakarta, hal ini bisa dilihat dari daftar perkara yang masuk ke 
pengadilan agama surakarta, terdapat sebagian diantara mengajukan perkara dispensasi 
                                                             
        2   Mohd. Idris Ramulyo,SH,MH , Hukum Perkawinan islam analisis UU no.1 tahun 1974 dengan  
kompilasi Hukum islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), hlm.183  
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perkawinan ke pengadilan agama surakarta.  Pada tahun 2015 pengadilan surakarta ada 
20 perkara mengenai dispensasi perkawinan di tahun 2015. Dari sebagian perkara 
dispensasi tersebut mayoritas dilatar belakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah 
terlanjur hamil di luar perkawinan maupun yang umurnya belum mencapai usia 
perkawinan menurut Undang-Undang
3
. 
              Diantara perkara-perkara dispensasi nikah yang masuk pada Pengadilan Agama 
Surakarta, peneliti hanya memilih penetapan dispensasi perkara dispensasi nikah Nomor 
26/Pdt.P/2015/PA.Ska. karena pada Perkara tersebut pihak wanita atau calon istri tidak 
mengalami kehamilan. Alasan yang dikemukakan oleh para pemohon bahwasannya 
anak para pemohon dan calon suaminya terjalin hubungan yang akrab dan saling 
mencintai keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dari  2 tahun yang lalu dan 
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan 
terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam. Untuk menjaga hal-hal 
yang tidak diinginkan para pemohon ingin mengawinkan anak mereka dengan calon 
suaminya. Sedangkan anak dari pemohon yang disini juga disebut sebagai mempelai 
laki-laki belum mencapai umur perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Umur dari anak pemohon tersebut masih umur 17 
tahun, 11 bulan , sedangkan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 
1974 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki adalah 
19 tahun 
 
                                                             
     
3
 Pa.surakarta.ac.id diakses tanggal 7 juni 2015  
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B. Rumusan Masalah  
           Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu akan dirumuskan permasalahan       
     yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian. Perumusan masalah ini berfungsi  
     untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian.  
     Adapun rumusan masalah dalam penelitian :  
1. Apa dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam 
menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan perkara no 
26/Pdt.P/2015/PA.Ska? 
2. Bagaimana tinjauan saddudz dzari’ah terhadap dasar dan pertimbangan Hakim 
pada Perkara no 26/Pdt.P/2015/PA.Ska?  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
         Berdasarkan  pada rumusan di atas maka dapat diambil tujuan dan manfaat     
      penelitian ini adalah sebagai berikut :  
     1. Tujuan Penelitian  
         Adapun tujuan penelitian yang kehendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  
a. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta 
dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan no 26/Pdt.P/2015/PA.Ska. 
b. Untuk mengetahui tinjauan sauduz dzari’ah  terhadap dasar dan pertimbangan 
Hakim pada Perkara No. 26/Pdt.P/2015/PA.Ska? 
 
5 
 
     2.    Manfaat Penelitian  
a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi islam khususnya 
dalam studi hukum islam di bidang Al ahwal Asy-Syakhsiyyah.  
b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Dispensasi Nikah di 
Pengadilan  Agama Surakarta .    
c. Untuk Memberi Masukan kepada Pengadilan Agama Surakarta  dan instansi 
–instansi lain yang terkait.  
D. Telaah Pustaka  
            Buku – Buku yang membahas tentang dispensasi nikah secara khusus sangatlah  
      jarang. Kebanyakan permasalahan mengenai Dispensasi Nikah di bahas dalam fiqh  
      adalah secara garis besarnya saja.  
            Drs H. Wasman Mag dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya  Hukum  
      perkawinan Islam di Indonesia mengemukakan beberapa Batasan umur dalam  
      perkawinan Undang Undang No.1 tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6  
      yaitu perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua calon mempelai  
      dengan pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa dengan batasan umur       
      yang minimal untuk kawin 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Syarat lain      
       yang harus ditempuh dalam sebuah perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1)  
       yaitu perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai  umu 19  
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       (sembila belas tahun ) dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun kecuali ada  
       dispensasi lain dari pengadilan
4
 
             Prof Dr. Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Di indonesia    
        Mengemukakan Batasan umur dalam perundangan untuk melangsungkan  
        perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang  
       tua (pasl .6 UU No.1 tahun 1974 )jadi pria atau wanita telah mencapai umur 21  
       tahun     
       tidak perlu ada izin orang tua untuk melakukan perkawinan. Dan bagi yang belum  
       mencapai 21 tahun harus ada ijin orangb tua atau meminta dispensasi kepada  
       pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua tidak ada lagi atau  
       tidak mampu menyatakan  kehendaknya. 
5
 
              Dr. Rahmat Syafe‟i Dalam bukunya Ushul Fiqh menjelasknan tentang  
     pengertian saddudz dzariah dalam dua perkara yaitu saddudz dzariah saddu berarti  
     penghalang atau sumbatan sedangkan dzariah ialah jalan maksudnya menghambat  
     atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau  
     maksiat. Maka sangat cocok sekali dengan skripsi dispensasi nikah anak dibawah  
    umur yang apabila tidak dinikahkan maka akan muncul perzinaan.
6
 
            Mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini seperti penelitian     
     ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Paryanti yang berjudul Batas usia     
     Perkawinan (studi analisis Hukum Islam ) skripsi ini menjelaskan tentang batasan  
                                                             
       
4
 H. Wasman ,Wardah Nuroniyah , Hukum perkawinan islam di indonesia , (Jogjakarta :Mitra 
Utama,2007), hlm. 32.   
        5 Hilman Hadikusuma, Hukum Pekawinan Indonesia,(Bandung : Mandar Maju, 1990 ), hlm. 47. 
        6 Rahmat Syafe‟i Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka setia, 2007), hlm. 132.   
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     usia perkawinan dan melihat kenyataan tentang pentingnya kedewasaan dalam hidup  
     rumah tangga yang menuntut suatu tanggung jawab, dan membuat faktor diterbitnya  
     UU tentang batas usia Perkawinan .
7
 
             Skripsi Karya Sri utami , dengan judul “ Dispensasi Perkawinan Anak di bawah  
     umur karena pihak perempuan mempunyai pendapatan ekonomi rendah (GNP)  
     menurut Mudrajat Kuncoro (Analisis Putusan No 10/Pdt.P/2004 di pengadilan  
     Agama Kebumen)”, Jurusan syariah Program studi Al ahwal Alsyakhsiyah STAIN  
     Surakarta tahun 2006,. Hasil penelitian adalah bahwa hakim memutuskan untuk     
     memberikan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur yang keluarga     
     tergolong tidak mampu atau memiliki penghasilan rendah
8
 
            Skripsi saudari Reni Rahmawati Farida  yang berjudul “Prosedur Pelaksanaan     
     Dispensasi Pengadilan Agama ”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses     
     pemohonan dispensasi Nikah dan bagaiman pula tata cara berperkara di pengadilan  
     Agama 
9
 
             Skripsi saudari Mukharromah Yekti Wulandari yang berjudul “Pelaksanaan  
     Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Bawah Umur Disebabkan Hamil Sebelum Nikah  
     (Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2000-2004) ”. Skripsi ini menjelaskan  
                                                             
       7 Paryanti , Batas Usia Pekawinan, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN, Surakarta , 
2009, hlm. 35. 
          
8
 Sri Utami, Dispensasi Perkawinan anak dibawah umur skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah 
STAIN, Surakarta , 2006, hlm. 33. 
      9 Reni Rahmawati Farida, „‟ Prosedur Pelaksanaan Dispensasi Pengadilan Agama” Jurusan syariah 
STAIN, Surakarta, 2010, Hlm 36  
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     tentang pelaksanaan presentase Dispensasi nikah yang dilakukan anak dibawah umur  
     di kota Klaten yang mana pada tahun tersebut mengalami Peningkatan.
10
 
             Skripsi Saudari Takdir Lela yang berjudul Pemberian Dispensasi Kawin    
     terhadap perkawinan di bawah umur : Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo      
    Tahun 2013, Skripsi ini menjelaskan tentang tata cara pemberian dispensasi nikah di     
     Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013.
11
   
                 Penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap sebab – sebab pemberian    
    dispensasi perkawinan  Di Pengadilan Agama Surakarta  ini berbeda dengan  
    penelitian –penelitian yang sebelumnya, karena penulis memilih lokasi penelitian  
    berbeda sehingga hasil yang didapat nantinya juga berbeda. Oleh karena itu penelitian  
    ini perlu dilakukan. 
E. Kerangka Teori 
               Di indonesia telah terdapat Undang-Undang perkawinan yang berlaku secara    
     nasional yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang Undang    
     ini telah diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan   
     syarat dan rukunnya serta tujuannya dari perkawinan.  
                Setiap perkawinan mengkehendaki dan kebahagian rumah tangga , akan tetapi  
     untuk mencapai ke sana , kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan   
                                                             
      10 Mukharomah Yekti Wulandari , Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Bawah Umur 
Disebabkan Hamil Sebelum Nikah (Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2000-2004)” STAIN 
,Surakarta 2005 hlm. 35 
       11  Takdir Lela, Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di bawah Umur : studi kasus di 
Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013”, Skripsi tidak diterbitkan , Jurusan Syari‟ah IAIN Surakarta , 
Surakarta  
9 
 
     rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu faktor dan kecenderungan yang  
     sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan di usia muda. 
12
  
              Para ahli hukum berpendapat bahwa baligh berhubungan dengan perubahan  
     yang sangat besar dalam diri seseorang. Bagi seorang anak laki-laki tanda baligh  
     Ihtilam atau mimpi basah ialah keluarnya air mani dengan tiba –tiba. Tahap ini pula  
     ditandai dengan tumbuhnya rambut sekitar alat kelamin. Sedangkan bagi anak  
     perempuan ialah dia akan mengalami menstrubasi yang merupakan tanda  
     kemampuan untuk melanjutkan keturunan.
13
 
              Teori pertama yang dipakai oleh penyusun adalah marshalah murssalah  
     ialah kebaikan yang tidak ada dalam nash alqur‟an maupun as sunnah. Menurut  
     ushul fiqh, Marshalah Mursalah adalah menetapkan ketentuan ketentuan hukum  
     yang tidak disebutkan sama sekali dalam alqur‟an dan as sunnah karena  
     pertimbangan kebaikan dan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat
14
                
       Teori kedua yang dipakai oleh penyusun adalah Sad Al Zari‟ah yaitu sesuatu  
     yang bisa menyampaikan kepada  hal yang terlarang yang mengandung unsur  
     kerusakan maka wajib ditutup (Saddu) Ibnu Qayyim al Jauziyah  mengatakan‟‟  
     bahwa pembatasan pengertian al zari‟ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidaklah  
     tepat karena ada juga al zari‟ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Teori  
     ketiga adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Khususnya pasal 7  
     ayat 1 dan 2. Apabila Pertimbangan hakim Surakarta maka dimungkinkan  
                                                             
      12  Wiliam, J goode, Sosiologi Keluarga, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim,  Cet 2, (Jakarta: Bia 
Askara, 1985), hlm. 194.      
         13 Dandan Mutaqien,  Cakap hukum dalam perkawinan dan perjanjian, (Yogyakarta : Insani Cita 
Press, 2006), hlm. 7.    
         14 Masruk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah, (Jakarta: CV  Haji Masagung,1990), hlm. 83.   
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    penetapan hakim tersbut mampu mewujudkan marshalah  bagi berbagai pihak  
     pihak serta dapat mengantarkan kepada tujuan perkawinan yang suci dan luhur.     
 
F. Metode Penelitian 
                Metode penelitian adalah ajaraan mengenai metode metode yang digunakan  
     dalam proses penelitian. Metode memakai persyaratan yang ketat untuk memberikan  
     penafsiran dan bimbingan yang cermat dan teliti dan syarat –syarat tersebut dituntut  
     untuk memperoleh ketepatan dan kebenaran15. metode metode dalam hal ini terdiri  
      dari :  
      1. Lokasi Penelitian  
           Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta . adapun  
          alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena masyarakat disini banyak  
          mengunakan dispensasi nikah untuk masyarakat yang ingin menikahkan anaknya  
  yang masih dibawah umur dari syarat syarat Undang –Undang No. 1 Tahun 1974  
         dan Kompilasi Hukum Islam karena hamil di luar nikah maupun untuk dinikahkan  
         calon suami istri agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam.  
         Maka dari itu penulis memilih lokasi tersebut dengan harapan bisa bermanfaat  
         bagi mahasiswa dan masyarakat setempat . sehingga lebih memiliki kesadaran  
         hukum  
 
                                                             
         15 Kartini Kartono,  Pengantar Metodologi riset, (Bandung : Mandar Maju, 1990),  hlm.30-32 .  
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       2.  Jenis Penelitian  
               Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field  
            research)Penelitian lapangan dengan hakikat merupakan metode untuk  
            menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di  
            tengah masyarakat. dengan mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah  
            aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengeskpresikan diri dalam bentuk  
            gejala atau proses sosial.16 Penulis ingin  mengadakan penelitian tentang  
            dispensasi pernikahan dibawah umur, yang tentunya dengan alasan tersendiri  
           dalam mendorong tumbuhya pernikahan dibawah umur, yang tentunya dengan  
           alasan dan faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan  
           pendidikan masyarakat.   
  
 3.  Pendekatan Peenelitian  
                  Pendekatan yang dilakuakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  
                kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian  
                yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikatakan responden secara  
                tertulis atau lisan dan perilaku nyata. yang teliti dan dipelajari adalah objek  
                 penelitian yang utuh.17 
                                                             
         16 Ibid., hlm. 33.   
         17Prof Dr A Muri Yusuf,  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian gabungan,  (Jakarta: 
Prenadamedia Group,  2014)  hlm. 328. 
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                      Penelitian kualiatif ini digunakan karena data yang bercorak kualitatif  
                yang dinyatakan dalam kata –kata bukan kuantitaif yang berbentuk angka,  
                karena tidak mengunakan alat pengukur selain itu, situasi lapangan bersifat  
                natural sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi dan diatur sebelumnya. 
                       Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan  
                 memperbanyak pemahaman secara mendalam tentang objek penelitian. Yang  
                 mana pada dasarnya penulis secara pribadi aktif berinteraksi dengan objek   
                 subjek penelitian dan penulis bebas mengunakan invitasi dan dapat  
                 memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan. Dengan pendekatan ini  
                 penulis turun ke lapangan untuk mengerti dan meemahami gejala yang di  
                  teliti , kemudian melakukan wawancara kepada hakim untuk mendapatkan  
                  data yang valid.18 
 
 
                 4. Sumber data 
                         Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam  
                      penelitian kualitatif ialah kata –kata dan tindakan , selebihnya adalah data  
                     tambahan seperti dokumen dan lain lainya. Kata –kata dan tindakan orang  
                     orang yang diamati atau di wawancarai merupakan sumber data utama .  
                      sumber utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekamanan   
                                                             
         18 Ibid., hlm 328  
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                     video / audio tapes , pengambilan foto atau film19. Adapun sumber data  
                     dapat klasifikasikan menjadi 3 bagian :  
a. Data primer yaitu data asli  yang langsung diterima dari orang yang 
diterima dari orang yang di wawancara. Data dikumpulkan ini bersifat 
orinsil. Sumber data primer ini bisa di peroleh dari wawancara dan 
interview langsung kepada beberapa hakim yang melaksanakan proses 
persidangan tentang perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi 
nikah di pengadilan agama surakarta. Sebab hakim merupakan objek 
penelitian.  
b. Data sekunder yaitu data kedua setelah data primer yang diperoleh atau 
dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang akan melakukan 
penelitian dari sumber sumber yang telah ada. data ini biasanya 
diperoleh perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu, dokumen-
dokumen putusan pengadilan dari pengadilan agama tentang dispensasi. 
perkawinan di bawah umur di pengadilan agama surakarta dan lain lain. 
Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin , 
diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber sumber aslinya dan dibuat 
foto kopi foto kopian  yaitu dengan cara menghimpun data data dari 
perundangan, buku karya ilmiah  yang merupakan hasil penelitian dan 
olahan orang lain dalam bentuk buku- buku atau dokumen. Adapun 
                                                             
             
19
 Lexy J Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt Remaja  Rosdakarya,  
2007), hlm. 157. 
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yang menjadi sumber data sekunder adalah buku –buku dan informasi 
yang mendukung sumber data primer serta berkaitan dengan 
pembahasan skripsi  
c. Data Tersier  
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Bahasa Inggris  
-Kamus hukum Indonesia  
                 5. Teknik Pengumpulan data  
                                  Untuk memperoleh data dalam penelitian ini , teknik pengumpulan  
                      data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :  
                     a. Interview atau wawancara  
                                 Dalam perlaksanaan interview bukan berupa alat yang terpisah atau  
                        khusus , melainkan merupakan suplemen bagi metode dan teknik lainya. 
                        Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya  
                        memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian  
                        individu atau untuk tujuan tertentu20   
                                   Dalam hal ini penulis melakukan wawanara secara langsung  
                       dengan satu hakim Pengadilan agama yang dianggap kompeten dalam  
                        masalah dispensasi pernikahan dibawah umur hakim yang penulis  
                        wawancara  adalah hakim yang menangani kasus atau perkara  
                        dispensasi nikah dibawah umur yaitu dengan hakim Pengadilan Agama  
                        Surakarta Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
                                                             
               
20
 Soejono Soekamto , Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 
1986), hlm. 32.  
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                        interview tak berstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan  
                        pertanyaan secara lebih bebas dan lebih leluasa , tanpa terikat susunan  
                        pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam penelitian disini penulis  
                       mengadakan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama  
                       Surakarta    
                     b. Dokumentasi  
                                dalam penelitian dokumen salah satu metode yang sudah lama  
                         digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk  
                          menguji , menafsirkan bahkan untuk meramalkan data. Dokumentasi  
                          adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan  
                          klarifikasi bahan bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah  
                          penelitian yang berupa transkrip , buku , arsip , data –data nikah dan  
                          lain –lain.  
                6. Teknik pengolahan data  
                             Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap , maka  
                    tahapan selanjutnya adalah pengolahan data . adapun untuk menghidari  
                    agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka  
                     kita gunakan teknik analisis data yakni dengan menganalisa data –data  
                     yang telah diperoleh untuk mencapai kesimpulan yang tepat pada  
                     penelitian. Dengan kata lain dalam proses analisis data ini memerlukan  
                    usaha secara untuk mengindentifikasikan tema –tema dan mneyusun  
16 
 
                    hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan di data. Dan teknik  
                    pengolahan data pada penelitian ini adalah  
                          a. Editting  
                                     Yaitu dengan cara meneliti kembali data catatan para pencari  
                              data untuk mengetahui data tesebut sudah valid. Tahap ini dilakukan  
                              setelah data data mengenai hal hal yang berkaitan dengan penyebab  
                               meningkatnya dispensasi perkawinaan dibawah umur dan serta  
                               pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah  
                              yang diperoleh dari berbagai subjek penelitian terutama dari   
                              informasi hakim.  Langkah langkah ini dilakukan dengan cara   
                              mengkoreksi ulang serta membaca serta memperbaiki jika ada data   
                              data yang kurang sesuai dan masih meragukan hasil wawancara   
                               penulis dengan hakim yang kemudian penulis yang membetulkan   
                               kesalahan kesalahan tersebut.21 
                           b. classifying  
                                        Yaitu mengkalrifikasikan data data yang telah diperoleh agar  
                               lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan  
                               kebutuhan dengan yang diperlukan. klarifikasi data merupakan   
                               bagian integral dari analisis, karena tanpa adanya kalsifikasi maka   
                                                             
                 
21
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta: Raja Grafindo 1998 ),  
hlm.129. 
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                              tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis22. Tujuan  
                              dilakukanya klarifikasi adalah dimana hasil wawancara diklarifikasi  
                              berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam  
                              rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar benar memuat  
                              informasi yang dibutuhkan penelitian.23       
 
                  7. Teknik Analisis  
                             Miles dan Huberman (1992) dalam bukun mereka yang berjudul  
                      Analisis Data Kualitatif menjelaskan secara mendalam cara data   
                      seharusnya dianalisis dalam penelitian kualitatif. Secara garis besar ,  
                      Miles dan Huberman membagi Analisis data dalam penelitian kualitatif ke  
                     dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data , penyajian data, dan penarikan  
                     kesimpulan. Tahap pertama Kodifikasi data ilaha merupakan tahap  
                     perkodingan terhadap data. Hal yang mereka maksud dengan  
                     pengkodingan data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan  
                     terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah  
                     diperolehnya tema –tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema tema  
                     atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti.    
    Cara Melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan – 
                    catatan lapangan yang mereka (tentunya ketika wawancara mendalam  
                                                             
               22 Lexy J moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya, 2007) hlm. 290. 
               23 Ibid., hlm.104. 
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                   dilakukan) apabila wawancara direkam , tentunya pada tahap awal adalah  
                   mentranskrip hasil rekaman. Setelah catatan lapangan ditulis ulang   
                      secara rapi dan setelah rekaman di transkrip, peneliti membaca  
                     keseluruhan catatan lapangan atau transkripsi. Setelah itu, peneliti memilah 
  informasi yang penting dan yang tidak penting tentunyan dengan cara 
        memberikan tanda tanda.  
    Tahap penyajian data adalah tahap lanjutan analisis di mana 
  peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau   
                     pengelompokan. Miles dan Huberman mengajurkan untuk mengunakan  
                     matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang merupakan  
                     temuan penelitian. mereka tidak mengajurkan untuk mengunakan cara  
                     naratif untuk menyajikan tema karena dalam pandangan mereka penyajian  
                     dengan diagram dan matrik lebih efektif.  
    Tahap Penarikan Kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap 
  lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan 
  data. Ini adalah intreprestasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara 
  atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil , peneliti kemudian 
  mengecek kembali kesahihan interprestasi dengan cara mengecek ulang 
  proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan 
  yang dibuat. Setelah tahap tiga ini dilakukan , maka peneliti telah memiliki 
19 
 
  temuan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu 
  wawancara atau dokumen. 
24
  
 
E.  Sistematika Penulisan Skipsi 
           Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang  
     skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara  
     garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan  
     sistematika sebagai berikut: 
            Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar  
     kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, kemudian  
     merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan 
     metode penelitian serta sistematika penulisan. 
             Bab II berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan kepustakaan yang menjadi         
     sudut pandang bagi objek penelitian. Yakni: pernikahan yang meliputi tentang     
     pengertian pernikahan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tata cara  
     perkawinan. dispensasi nikah meliputi, tata cara pengajuan dispensasi nikah, syarat  
    syarat dispensasi nikah, batas usia perkawinan menurut fiqihh, batas usia perkawinan     
    menurut UU perkawinan No. 1 Th. 1974. 
            Bab III, bab ini berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian lapangan 
    tentang dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan di wilayah hukum     
                                                             
        24 Afrizal,Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta :PT Raja Grafindo 2014), hlm. 178.    
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    Pengadilan Agama surakarta yang meliputi: Profil Pengadilan Agama Surakarta,     
    Alasan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta ,dan pandangan     
     Hukum islam terhadap adanya dispensasi Perkawinan  
               Bab IV , bab ini membahas tentang analisis dan hasil penelitian, tentang 
    alasan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta, dampak     
    dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama  
    Surakarta . 
                Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab  
     yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan saran dan kata penutup. 
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BAB II  
LANDASAN TEORI TENTANG  PERKAWINAN , BATASAN UMUR , 
DAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR 
 
A.Pengertian Perkawinan  
               Secara etimologi, perkawinan dalam literaratur fiqh berasal dari  dua  
    kata, yaitu nikah ( حاكن) dan zawz ( جاوز ) yang menurut bahasa diartikan  
    pasangan atau jodoh , misalnya sebagaimana dalam firman Allah  
    Sebagaimana berikut :  
          1  
     Artinya: Demikianlah. dan kami kawinkan dengan  bidadari. Atau maksudnya   
     kami pasangkan dengan bidadari
2
  
 
               Nikah artinya perkawinan sedangkan akad  artinya perjanjian, jadi akad  
    nikah berarti perjanjian suci untuk untuk mengingkatkan diri dalam       
    perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga     
    bahagia dan kekal (abadi). Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau  
    ketuhana yang maha esa
3
. 
.             Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dikatakan  
    bahwa“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang     
                                                             
        1  QS. Ad dhukhan (44) :54  
       2 Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 2006),  hlm.   
498. 
       3 Mohammad Idris Ramulyo,  Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang 
No  1 tahun 1974  dan Kompilasi Hukumu Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007),  hlm.183.  
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    wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)     
    yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa
4
. 
              Bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk         
    memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan    
    suatu hal yang sakral atu suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1     
    Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan  
    pengertian dan dasar hukum perkawinan maka Undang –Undang memandang  
    bahwa suatu  perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi  
    perbuatan agama juga.  
              Hal ini lebih lanjut tersirat dalam  penjelasan terhadap pasal 1 Undang –   
    Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut :  
    Sebagai negara yang berlandasakan Pancasila dimana sila pertama ialah      
    Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali     
    dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki  unsur  batin  
   /rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga  yang  
    bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga tujuan  
    perkawinan,pemeliharan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang  
    tua.
5
 
              Oleh karena itu maka perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara      
    seorang istri dengan seorang suami sehingga mengandung makna bahwa  
    perkawinan adalah persoalan antara pihak yang satu dengan yang lainya yang    
                                                             
       4  Ibid., hlm. 2.  
       5  Sudarsono,  Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm.  288. 
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    akan melangsungkan pernikahan adalah persoalan kedua belah pihak dan akan  
    menjadi seorang suami istri. 
              Sementara  menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan )  
    antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad  nikah itu  
    harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan  
    diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang  
    saksi yang memenuhi syarat . jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah    
    karena bertentangan dengan hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan  
    Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang  
    saksi.
6
                                 
              Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad     
    yang sangat kuat atau mis||>|aqon ghaliz{an untuk menaati perintah Allah dan    
    melaksanakannya  merupakan ibadah. dan perkawinan bertujuan untuk   
    mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawadah dan rahmah. 
7
 
              Dari beberapa penjelasan mnegenai penjelasan perkawinan menurut    
    Undang  – Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  diatas maka   
    perkawinan itu adalah suatu ikatan / akad yang kuat (mis||>|aqon ghaliz{an) yang   
    dilakukan pihak laki –laki (suami ) dengan pihak wanita (sebagai istri) untuk  
    membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia mendapatkan keturunan,  
    kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan undang –undang  
    yang berlaku di indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga dapat  
                                                             
        6 Prof H. Hilman Hadikusuma,  hukum perkawinan, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm.10.  
       7 Kompilasi Hukum islam, hlm. 1.  
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 terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan dan beragama.
8
 
 
B. Dasar Hukum Perkawinan                                                                                      
     Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur‟an Sebagaimana berikut :   
                  
                        9 
     
 
    Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu,     
    dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang     
    lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah   
    akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas   
   (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 
 
  
    dan di ayat lain dalam firman Allah sebagaima berikut :  
                .10 
    Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya  
    kamu mengingat kebesaran Allah”.11 
 
              Dalam firman Allah diatas sudah jelas bahwa Allah   
    memerintahkan melakukan perkawinan antar lawan jenis. Islam juga mengatur   
    manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dari  
    makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan  
    manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya. 
                                                             
        8 Undang Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan  
         
9
  QS. AN-Nur (24) : 32 
         
10
 QS Az-Zariyat (51) : 49  
        11 Departemen  Agama  RI,  Al Qur’an dan terjemahnya, ........, hlm. 522.  
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    Sedangkan dalam hadist –hadist Rasul :  
   اَن َث َّدَح ُوَبأ  ِ  َْب  ُ ْب  َِأ  َ  َ ْ َ ُوَبأَو  بٍ  َْ  ُ  َاا َ اَن َث َّدَح ُوَبأ  َ  َِوا َ ُ  ِ  َ  ِ  َ َْا   ْ  َ  ََاا َ ُ  ِ ْب  بٍْ َ ُ 
 ْ  َ  ِد ْ َ  ِ َ َّْ ا   ِ ْب  َد ِ  َ  ْ  َ  ِد ْ َ  َِّلا   َاا َ  َاا َ اََنا  ُاو َُا  َِّلا  -ىلص لله    ل  مل و- « َا   َ  َ ْ َ 
 ِاا ََّ ا   ِ  َ  َاَا  َ ْ   ُم ُْن ِ  ََاا َْا   ْ َّو َ َ  َْل َ  َُّ  ِ َ  ضُّ  ََأ  ِ  َ َِْلا  ُ  َْحَأَو  ِ  ْ َِْلا  ْ  ََو  َْ  ْ  ِ َ ْ َ  ِ  َْل َ َ 
 ِْوَّ اِاب  َُّ  ِ َ  ُ َا  ءٌاا َِو ». (   خ  مل لم  
    Artinya: Abu Bakr bin Abi Syaibah da Abu kuraib meriwayatkan kepadaku 
   mereka berkata Abu Mu’awiyah meriwayatkan dari al-A’masy dari Umarah bin  
   Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW 
    telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian  
    telah sanggup menikah (ba’ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah         
    dapat    mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi 
    farji(kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba’ah/menikah)maka     
    berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar nafsu syawat12      
    
 
 Hadist Rasul Rawahul Al bukhori dan Muslim    
       ْم ُ ُ ْ َب َاا َ    َِّنا  ِاا َْص َ  ْ ِ  رً َ َ  َّ َ   بٍ  ََ   ْ َ : ُ َّو َ َ  َ َا. َو  ْم ُ ُ ْ َب َاا َ : َو ى لَص ُ
 ُ َا َ  َا . ْم ُ ُ ْ َب َاا َ َو : َاا َ َ   َّ َِّنا   َِا   ََل َ  َ    ُ ِ ُْ  َا َو  ُْوُص َ : َذ َ َو  َذ َ  ْوُاا َ بٍ  َو ْ  َ ُاَاب ا َ .
 ّ  ِ َ  َْل َ   َِّن ُ  ْ َ  َ َِا  ْ َ َ  َاا َّنا   َُّو َ َ  َ َو  َُا َ  َو ى لَص ُ َو  ُ ِ ُْ  َو  ُْوُص َ  ّ ِا . و د  
مل   و ىااخ ا  
      Artinya : Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang     
    berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat       
    terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan  
    berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka   
    beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan    
    demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur,  
    dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai  
    sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]13 
 
                                                             
       12 dikutip dari http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul maram/source/8.%20 Kitab% 
20Nikah/1.%20 Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm diakses tanggal 28 september 2016, hlm. 
1. 
        13 Ibid., hlm 1. 
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C. Tujuan Perkawinan  
              Tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang  
    bahagia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1    
    tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan      
    adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal  
    berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa.
14
 Di samping itu secara rinci  
    tujuan pernikahan juga meliputi beberapa hal berikut ini :  
    a. Memenuhi Tuntuntan Naluri Manusia  
                  Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi  
    kebutuhan ini adalah akad nikah. Nafsu  seks merupakan merupakan nafsu  
    paling kuat pada diri manusia ia menuntut penyaluan.  
    b. Membentengi Akhlak yang luhur  
              Sasaran Utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam  
    diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan  
    kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang    
    luhur. 
    c. Menegakkan Rumah Tangga Islami  
               Dalam Alqur‟an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq  
    (perceraiann), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menenggakkan batas  
    -batas Allah. 
                                                             
       14 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 288.  
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    d. Meningkatkan ibadah kepada Allah  
              Menurut konsep Islam hidup sepenuhnya untuk mengabdi dan  
    beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia.  
    Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi  
    peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal- amal shalih yang  
    lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah). 
    e. Memperoleh Keturunan yang Shalih  
              Tujuan Pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan  
    shalih untuk melestarikan dan mengembangkan bani adam. 
15
   
D. Hikmah Pernikahan 
              Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas  
    pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual , tetapi memiliki  
    tujuan –tujuan penting yang berkaitan dengan sosial , psikologis dan agama. Di  
    antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :  
1. Memelihara gen manusia. Penikahan sebagai sarana untuk memilihara  
      keberlangsungan gen manusia , alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke   
       masa.  
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya  
     terdapat hak –hak dan kewajiban yang sakral dan religius.  
                                                             
         15 Drs. Abdul Aziz,  Buku daras Fiqh Munakahat, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014), hlm. 
73. 
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3.  Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri 
kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran –pelanggaran yang 
diharamkan dalam agama.  
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusi menjadi 
terpelihara , melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri 
dan anank-anak dan mendidik mereka. 
16
 
  
E. Hukum Nikah  
              Kata hukum memiliki dua makna yang dimaksud disini adalah :  
    pertama , sifat syara‟ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan  
    mubah. Kedua buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara‟  
    seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli      
    dan hukum sewa ddan menyewa (ijarah) adalah pemililkan penyewa pad  
    manfaat barang yang disewakan.  
    1. Fardhu  
              Hukum nikah fardhu pada posisi seseorang yang mampu biaya nafkaj dan     
    mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menenggakkan keadilan     
    dalam pergaulan dengan baik. Demikian juga ia yakin bahwa jika tidak  
    menikah pasti akan terjadi perbuatan zina.  
    2.  Wajib 
              Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan     
    biaya nikah , mampu menenggakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan  
                                                             
          16  Abdul Aziz muhammad azzzam dan abdul wahab sayyed hawwas,  Fiqh Munakahat,  
(Jakarta: Amzah,  2009),  hlm. 39.   
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     istri yang dinikahinya dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakuakn  
     perbuatan perzinaan apabila tidak menikah.      
    3.  Makruh 
              Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran seseorang    
    mempunyai kemampuan  harta biaya nikah dan tidak dikhwatirkan terjadi  
    maksiat zina tetapi dikhwatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai   
    ke tingkat yakin. 
    4. Haram  
               Nikah Hukumnya haram bagi yang merasa dirinya tidak mampu  
    bertanggung jawab dan akan melantarkan istrinya dan anak. Syekh al utsaimin  
    memasukan pernikahan yang dilakukan di darul harbi (negara yang memusuhi    
    Islam) karena dikhawatirkan musuh akan mengalahkan umat Islam dan anak – 
    anknya akan dijadikan budak. Tetapi jika dilakukan dalam keadaan darurat  
    maka dibolehkan
17
 
 
 
 F.Syarat dan Rukun perkawinan 
    1. Menurut Fiqih  
              Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-    
    masing memiliki syarat –syarat tertentu untuk memudahkan pembahasan  
    maka uraian  rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat syarat  
    dari rukun tersebut. Adapun rukun perkawinan sebagai berikut :  
                                                             
         17 Ibid., hlm 39   
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a. Calon suami,syarat -syaratnya baligh , beragama Islam , jelas orangnya, 
baligh / dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan 
perkawinan. 
b. Calon istri , syarat –syaratnya beragama baik itu yahudi maupun nasrani , 
perempuan , jelas orangnya , baligh / dapat dimintai persetujuannya dan 
tidak terhalang perkawinan. 
c. Wali nikah syarat-syaratnya dewasa , laki- laki , mempunyai hak perwalian 
, dan tidak terdapat halangan perwalian.  
d. Saksi nikah syarat –syaratnya minimal dua orang laki –laki , hadir dalam 
ijab qabul, dapat mengerti maksud akad,  dan dewasa.  
e. Ijab qabul syarat –syaratnya adanya penyataan mengkawinkan dari wali , 
adanya peneriman dari calon mempelai memakai kata nikah , tazwij atau 
terjemahan dari kedua kata tersebut antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram atau  haji dan majelis 
ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang yakni calon mempelai 
atau wakilnya , wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi. 
18
 
           
    2. Menurut Hukum Positif  
              Perkawinan adalah salah satu  perbuatan hukum , sebagai  
    perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat akibat  
    hukum. Sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam hal ini  
                                                             
                  18  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), hlm. 107. 
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    perkawinan ditentukan oleh ketentuan- ketentuan yang ada daalm  
    Undang – Undang No . 1 tahun 1974 tentang perkawinan.    
              Sahnya perkawinan dalam bunyi pasal 2 ayat (1) Undang– 
    Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tentang sahnya  
    perkawinan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut  
    hukum masing- masing agama dan kepercayaan itu „‟dan juga  
    ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu „‟ tiap perkawinan dicatat  
    sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku‟‟.19 
              Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa  
    dengan perumusan pasal 2 (1) ini tidak adak perkawinan diluar  
    masing-masing agama maupun kepercayaannya itu, sesuai dengan  
    Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum- 
    hukum masing Agamanya dan keperrcayaan itu selama tidak  
    bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan Undang –Undang ini.    
              Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam  
    disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagi berikut perkawinan adalah  
    sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat  
    (1) Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan.  
    Syarat –syarat yang diatur dalam Undang –Undang No. 1 tahun 1974 tentang  
    perkawinan meliputi syarat materil dan syarat formil.  
    Syarat materil adalah syarat syarat yang berlaku mengenai diri pribadi     
    mempelai. sedangkan syarat syarat formil ialah syarat syarat yang  
                                                             
                  19 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm .288 
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    menyangkut tata cara harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya  
    perkawinan.
20
  
    a. Syarat syarat materil yang berlaku umum :  
                 Syarat syarat materil yang termasuk dalam kelompok ini diatur  
    dalam Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, syarat – 
    syarat materil sebagai berikut :  
1) Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah 
pihak.  
2) Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki laki sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.  
3) Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak 
dapat kawin lagi lecuali dalam hal yang termuat dalam ( pasal 3 ayat 2)  
dan pasal 4  
4) Pasal Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 
39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang–Undang No.1 tahun 1974  tentang perkawinan. Yaitu tentang 
waktu tunggu seorang wanita yang sedang putus perkawinanya.  
              Tidak terpenuhinya syarat –syarat tersebut menimbulkan      
    ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat  
    fatal akan suatu perkawinan. 
21
 
    b. Syarat- syarat materil yang bersifat khusus  
                                                             
                  20 Ibid.,  hlm 288  
                  21 Ibid., hlm. 290.  
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              Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut  
    asas selektivitas. Maksud asas ini adalah seorang yang hendak menikah  
    terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan  
    siapa ia dilarang menikah. 
     1.  Dalam Undang–Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ,larangan  
         perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8  
         yang menyatakan :  
a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke 
atas.   
b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar 
saudara. 
c) Berhubungan semenda  
d) Berhubungan susuan  
e) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain dilarang 
menikah 
22
 
              Berbeda dengan Undang–Undang Perkawinan yang hanya        
    memuat secara singkat larangan kawin , Kompilasi Hukum Islam    
    menjelaskanya lebih rinci dan tegas. Bahkan KHI dalam hal ini  
    mengikuti sistematika fiqh yang telah baku. Masalah larangan kawin  
    ini dimuat pada bab VI pasal 39 sampai pasal  44.                        
              Di dalam pasal 39 dinyatakan : 
                                                             
                22 Ibid., hlm. 291. 
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    Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita    
    disebabkan: 
1. Karena Pertalian nasab :  
a. Dengan wanita yang melahirkannya atau yang menurunkanya atau  
    keturunannya.  
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu  
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkanya  
    2.    Karena pertalian semenda  
a. Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau berkas isterinya  
b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkanya  
c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya kecuali 
putusnya perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.  
    3.  Karena pertalian sepersusuan 
a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis 
lurus ke atas.  
b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garus lurus 
kebawah.  
c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan 
kebawah. 
d. Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan ke atas  
e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunanya 23  
                                                             
                  23 Kompilasi Hukum Islam, pasal 39 hlm. 6.   
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    2. Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun ,  
       dalam hal ini diatur dalam pasal 6 ayar (2) , (3), (4) (5) dan (6)ditentukan  
       syarat syarat sebagai berikut : 
a. Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (du  
        puluh satu) harus mendapatkan izin kepada kedua orang tua.  
b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah dalam keadaan  
       meninggal dunia atau dalam keadana tidak mampu untuk menyatakan  
        kehendaknya , maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh  
       dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu  
       menyatakan kehendaknya. 
c. Dalam hal apabila kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan  
       tidak mampu mengatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali ,  
       orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah  
       dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup. Dan  
      dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.  
d. Dalam hal ada perbedaan antara orang – orang yang disebut dalam ayat  
      (2), (3) (4)pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak  
      menyatakan pendapatnya maka pengadilam dalam hukum tempat tinggal  
      orang yang akan melangsungkan perkawinan orang tersebut dapat  
       memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang –orang  
       tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 
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e.  Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku  
       sepanjang hukum masing –masing agamnanya dan kepercayaan itu dari  
        yang bersangkutan tidak menentukan lain.  
            Selanjunya pada pasal 7 terdapat persyaratan –persyaratanya     
    yang lebih rinci berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang -    
    Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya  
    19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.
24
Selanjutnya dalam hal   
    adanya pernyimpangan terhadap pasal 7,dapat dilakukan dengan meminta  
    dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain,yang ditunjuk oleh kedua orang  
    tua pihak pria maupun pihak wanita. 
  
    c. Syarat –syarat formil   
              syarat –syarat formil meliputi  
1. Pencatatan perkawinan  
               Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban  
    perkawinan dalam masyarakat. Melalui Pencatatan perkawinan yang  
    dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri  
    mendapatkan salinanya, apabila terjadi percekcokan atau perselisihan  
    diantara mereka, atau salah tidak bertanggung jawab, maka yang lain  
    dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau   
    memperoleh hak-hak masing –masing. 
                                                             
            24 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional  .....,  hlm 290 
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              Pencatatan memiliki manfaat  preventif yaitu untuk untuk  
    menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun  
    dan syarat –syarat perkawinan baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu  
    maupun menurut perundangan –perundangan. Dalam bentuk konkret  
    penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang  diatur dalam pasal 3  
    PP no. 9 tahun 1975 Tentang pelakasanaan   Undang – Undang No. 1 tahun  
    1974 tentang perkawinan  : 
1) Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya itu kepada pegawai pencatat d tempat perkawianan akan 
dilangsungkan  
2) Pemeberitahauan ayat (1) dilakukan sekurang –kurangnya 10 (sepuluh  
 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan 
3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu 
alasan yang penting , diberikan oleh camat atas nama kepala daerah. 
25
 
              Tindakan yang harus diambil oleh pegawai pencatat setelah   
    menerima pemberitahuan diatur dalam pasal (6) sebagai berikut : 
1)  Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat –syarat 
perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 
perkawinan menurut undang –undang.  
2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula :  
                                                             
                 
25
 Ibid., hlm  317 
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a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal calon mempelai  
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir , dapat 
dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur, dan asal 
–usul calon mempelai yang diberikan kepala desa atau setingkat 
dengan itu. 
b. Keterangan mengenai nama, agama /kepercayaan , 
pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai. 
26
 
       2.  Akta Nikah  
                  Akta nikah seain merupakan bukti otentik suatu perkawinan  
    ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum “ apabila salah  
    seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.Akta     
    nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dilakukan apabila  
    perkawinan itu tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7  
    Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “perkawinan hanya dapat  
    dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pengawai pencatat nikah. 
27
 
    G. Dispensasi nikah dibawah umur  
         a.  Pengertian Pernikahan dibawah umur  
                  Perkawinan Merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat  
         dilaksanakan oleh Mukholaf (Baligh) yang memenuhi syarat. Ta’rif  
         (Pengertian)perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan , yaitu     
         akad yang sangat kuat atau mis||>|aqon ghaliz{an untuk menaati perintah Allah  
                                                             
               
26
 Ibid., hlm  318 
               27 kompilasi Hukum Islam , pasal 7  
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        SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk  
        rumah tangga yang sakinah, mawadah , rahmah  
اَن َث َّدَح ُوَبأ  ِ  َْب  ُ ْب  َِأ  َ  َ ْ َ ُوَبأَو  بٍ  َْ  ُ  َاا َ اَن َث َّدَح ُوَبأ  َ  َِوا َ ُ  ِ  َ  ِ  َ َْا    َ  ََاا َ ُ 
  ِ ْب  بٍ  َ ُ  ْ  َ  ِد ْ َ  ِ َ َّْ ا   ِ ْب  َد ِ  َ  ْ  َ  ِد ْ َ  َِّلا   َاا َ  َاا َ اََنا  ُاو َُا  َِّلا    -ىلص لله   
  ل  مل و- « َا   َ  َ ْ َ  ِاا ََّ ا   ِ  َ  َاَا  َ ْ   ُم ُْن ِ  ََاا َْا   ْ َّو َ َ  َْل َ  َّ  ِ َ  ضُّ  ََأ  ِ  َ َِْلا 
  ُ  َْحَأَو  ِ  ْ َِْلا  ْ  ََو  َْ  ْ  ِ َ ْ َ  ِ  َْل َ َ  ِْوَّ اِاب  َُّ  ِ َ  ُ َا  ءٌاا َِو ». (   خ  مل لم  
 
    Artinya: Abu Bakr bin Abi Syaibah da Abu kuraib meriwayatkan kepadaku 
   mereka berkata Abu Mu’awiyah meriwayatkan dari al-A’masy dari Umarah bin  
   Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW 
    telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian  
    telah sanggup menikah (ba’ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah         
    dapat    mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi 
    farji(kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba’ah/menikah)maka     
    berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar nafsu syawat28      
    
 
                      Menurut kitab –kitab fiqh klasik atau biasanya disebut dengan  
         kitab kuning menyebut perkawinan muda /perkawinan dini dengan istilah  
         nikah al-shagir /al shaghirah. Sementara kitab –kitab fiqh ketomporer      
         menyebutnya dengan istilah al zawaj al-mubakhir (perkawinan dini )  
                     Shaghir /shaghirah, secara literatur berarti kecil , akan tetapi yang  
         dimaksud disini adalah laki maupun perempuan yang belum baligh. Pada  
         anak laki laki ketentuan baligh tersebut ditandai dengan ihtilam,  yaitu  
         keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpu maupun dalam keadaan  
         sadar. Sementara pada anak perempuan, ketentuan baligh ini ditandai   
                                                             
               28 dikutip dari http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul maram/source/8.%20 Kitab% 
20Nikah/1.%20 Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm diakses tanggal 28 september 2016, hlm. 
1. 
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       dengan menstruasi / haid. Ketentuan baligh bagi perempuan bsa dikenakan  
       dengan sebab mengandung (hamil).   
 
  b.  Pengertian Dispensasi Nikah 
             Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti   
         pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus;  
        pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan / Huk pengecualian  
        tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan  
        perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam  
        hukum administrasi negara)29sedangkan menurut W.F. Prins dan R. Kosim  
        Adisapoetra, dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan        
        suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu   
        hal yang istimewa    (relaxation legis) Demikian pula menurut Ateng  
        Syafrudin,dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya  
        secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan  
        pelarangan  dalam hal yang khusus  ( relaxation legis).
30
 
          Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewesa dari masing-masing  
        pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan     
        ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang  
        Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum  
        Islam.  
                                                             
                29 dikutip dari http://kbbi.web.id/dispensasi di akses 5 september 2016 ,  hlm 1  
               30 dikutip dari http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html diakses 5 
september 2016 hlm 3 
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       “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19  
                 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16  
                (enambelas) tahun”.31     
         “untuk kemeslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya   
                boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di   
                tetapkan dalam pasal 7 Undang –undang no. 1 tahun 1974 tentang      
                 perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon   
                isteri sekurangnya 16 tahun. 
32
 
                      Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa     
        perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur  
        dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa  
        agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena  
        itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan  
        status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu  
        proses dispensasi nikah.  
                        Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan   
        Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2:  
       “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini daapat meminta dispensasi  
        nikah kepada ke  pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua  
        orang tua pihak pria maupun wanita.”Yang dimaksud dengan pengadilan  
        disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya  
        sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.  
                                                             
               
31
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm.  290. 
               32 Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 2  
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c.  Prosedur permohonan dispensasi  
     Prosedur pengajuan perkara dispensasi sama dengan mekanisme pengajuan  
     perkara gugatan , adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :  
     1. Prameja  
              Sebelum permohon mengajukan permohonnya, pemohon ke prameja  
    terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara  
    berperkara , membuat surat permohonan , dam prameja permohon dapat  
    meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan    
     2. Meja I  
              Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani  diajukan      
    pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon  menghadap ke meja  
    pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya  
    pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) , bagi yang tidak mampu  
    dapat diajuka berperkara dengan Cuma –Cuma dengan syarat  
    melampirkan surat keterangan dari lurah /kepala desa setempat yang  
    dilegalisir oleh camat.  
    3. Kasir  
              Pemohon kemudian menghadap ke  bagian kasir dengan  
    menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) Kasir  
    kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara , menandatangani  
    serta memberi nomor serta serta tanda lunas pada SKUM, Mengembalikan  
    surat permohonan dan SKUM kepada pemohon. 
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     4. Meja dua 
              Pemohon kemudian meghadap pada meja II dengan menyerahkan  
    surat permohonan dan SKUM  yang telah di bayar kemudian meja II memberi  
    nomor yang diberikan kasir   sebagai tanda telah daftar maka diberi paraf    
    menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu  
    helai SKUM kepada pemohon. 
33
 
d.  Batasan umur 
              Islam mengenai masalah perkawinan dibawah umur dalam nash  
    alqur‟an dan as sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas terkait  
    umur minimal seseorang untuk pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak  
    memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut.  
    Secara global ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan   
    antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas   
    tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur
34
     
                Akan tetapi mayoritas ulama fiqih sepakat batasan baligh itu ditentukan      
  dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15    
  tahun, sedangkan imam abu hanifah berpendapat batas usia tersebut adalah 17    
 /18 tahun.  
            Sedangkan dalam hukum positif indonesia mengemukakan bahwa    
  batasan usia pernikahan pada Undang Undang  no 1 tahun 1974 tentang  
  perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan jika  
                                                             
              
33
 Prosedur pengajuan permohonan www. Pa-klaten.go.id di unduh tanggal 10 0ktober 
jam 19.00 
              
34
 Muhammad  Jawad Mughniyah dar Al jawad,  fiqh 4 madzhab, ( Jakarta:Lentera, 
2008),hlm.  279-280 . 
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  pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun 
35
. Kompilasi  
  Hukum Islam meneyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan  
  adalah sesuai dengan Undang-Undang  No. 1 tahun 1974. 
            Ketentuan batasan umur ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam     
  pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan  
  rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang – 
  Undang perkawinan, Bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa  
  dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa   
  berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat tanpa   
  berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.    
  Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih  
  dibawah umur. 
36
 
             Masalah penentuan batasan umur dalam Undang –undang perkawinan    
  maupun Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat Ijtihadiyyah , sebagai usaha  
  pembaharuan fiqih yang lalu , namun demikian , apabila kita lacak referensinya  
  syar‟inya mempunyai landasan yang kuat. Misal isyarat Allah SWT.   
  Sebagaiman berikut   
                     
              37  
 Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya     
 meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka   
 khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka  
                                                             
                35 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm  290 
                36 Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 hlm 3  
                 37 QS. AN- NISSA (4) :  9  
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 bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang  
 benar.
38
 
                    
                 Ayat tersebut memang bersifat umum tidak secara langsung    
  menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda  
  dibawah ketentuan yang diatur UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan  
  menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya.  
             Secara metodologis langkah usia perkawinan di dasarkan marshalah  
  mursalah. Namun demikian karena sifatnya ijtihadnya, yang kebenarannya  
  relatif , ketentuan yang tidak  bersifat kaku artinya apabila karena sesuatu dan  
  lainya hal perkawinan dari mereka yang usianya 19 tahun untuk pria dan 16     
  tahun untuk wanita , undang    undang tetap memberikan jalan keluar. Pasal 7      
  ayat 2 menegaskan „‟ dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat    
  meminta dispenasasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk    
  oleh kedua orang tua pihak pria  maupun pihak wanita.  
             Dalam hal ini Undang –Undang perkawinan tidak konsisten di satu sisi    
  pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan ,     
  seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu ) tahun harus mendapatkan  
  izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan  
  hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas )  
  tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya  
  jika kurang dari 21 tahun yang diperlukan ijin orang tua dan jika kurang dari 19  
                                                             
               
38
 Departemen Agama RI,  Al qur’an dan Terjemahnya , (Jakarta :Yayasan Penyelengara 
Penerjemaah, 1998), hlm. 78.  
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  tahun perlu izin pengadilan
39
. Ini dikuatkan lagi pasal 15 ayat (2) kompilasi  
  hukum islam “ bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21tahun harus  
  mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)  
  Undang –Undang perkawinan No. 1 tahun 1974. 40    
H. Kompetensi Dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama   
    1. Kompetensi relatif atau relative competentie  
              Kompetensi relatif adalah kewenangan atau dasar wilayah hukum  
    yang dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan  
    tingkatan dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang mana dan  
    jenis tingkatan. 
              Kompetensi realtif diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang undang no  
    7 tahun 1989 “ pengadilan agama berkependudukan di kota madya atau  
    kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau  
    kabupaten.  
              Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi :  
              Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten /kota dan  
    daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota”. Yuridiksi relatif  
    mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan mana orang akan  
    mengajukan perkaranya sehubungan dengan pengungat 
41
.  
   2. Kompetensi absolut atau absolute competentie  
               Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang  
    bersifat mutlak , yang dapat diartikan dengan kekuasaan yang berhubungan  
                                                             
                39 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm  290 
                
40
 Kompilasi Hukum islam Pasal 15 ayat 2 hlm 3  
               41 Abdullah Tri Wahyudi, Hukum acara peradilan agama, (SOLO:,2012),hlm. 46. 
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    dengan jenis perkara atau jenis pengadilan / tingkat pengadilan dalam  
    perbedaan dengan jenis perkara / jenis pengadilan tingkatan pengadilan  
    lainya. 
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           Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana Pengadilan Agama lainnya  
           dalam melaksanakan kekuasaan absolut tersebut berdasarkan pasal 69 UU  
           No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas  
           dan berwenang memeriksa , memutus dan penyelesain perkara tingkat  
           pertama terhadap perkara : perkawinan , waris, wasiat, hibah, infaq    
           shadaqah dan ekonomi syariah 
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            Tugas dari Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Surakarta 
adalah sebagai berikut : 
a. Hakim 
Tugas pokok ( yusticial ) 
 Membantu pencari keadilan (pasal 3 (2) UU 14/1070). 
 Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU 14/1970). 
 Mendamaikan para pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 
RBg). 
 Memimpin persidangan (pasal 15 (2) UU 14/1970). 
 Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 184 (3), pasal 186 (1) HIR). 
 Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU 14/1970). 
 Memberikan pengayoman pada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU 
14/1970). 
                                                             
              42 Ibid., hlm. 46. 
              43 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 hlm. 6.  
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 Mengawasi penasehat hukum. 
Tugas non yusticial: 
 Memberikan penyuluhan hukum. 
 Melayani riset untuk penyuluhan hukum. 
 Melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal. 
Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara: 
 Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan 
dalam duduk perkara pada putusan hakim. 
 Kulifisir, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum di dalam 
surat putusan. 
 Dituangkan dalam putusan amar. 
b. Panitera 
 Menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas wakil panitera, 
panitera muda, dan panitera pengganti. 
 Membantu hakim dengan menghadiri jalannya sidang di pengadilan, 
membantu putusan atau penetapan majelis. 
 Menyusun berita acara persidangan. 
 Melaksnakan putusan dan penetapan pengadilan. 
 Membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan. 
 Membuat salinan atau turunan penetapan/putusan pengadilan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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 Bertanggung jawab terhadap kepengurusan berkas perkara putusan, 
dokumen, akte, buku daftar biaya, uang titipan pihak ketiga, surat-surat 
bukti dan surat lain yang disimpan di kepaniteraan. 
 Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir. 
 Membuat akta 
 Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 
 Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara. 
 Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan 
peninjauan kembali. 
 Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi 
yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. 
 Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan ke Ketua 
Pengadilan Agama. 
 Membuat akta cerai. 
c. Juru Sita 
 Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 
Agama, Ketua sidang, dan panitera. 
 Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahukan putusan 
pengadilan menurut cara-cara bedasarkan ketentuan undang-undang. 
 Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dengan teliti dan 
melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang 
sah bila menyita tanah. 
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 Membuat berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan pada 
para pihak yang berkepentingan. 
 Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang 
salinan resminya disampaikan pada para pihak yang berkepentingan. 
 Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta 
membuat berita acaranya. 
 Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan. 
 Panitera karena jabatannya adalah juga sebagai pelaksana dari tugas 
kejurusitaan, maka tugas dan tanggung jawabnya serta tata kerjanya 
diatur dalam keputusan ketua pengadilan agama No. 
KMA/055/SK/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996. 
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BAB III  
Gambaran Umum dan Penetapan Dispensasi nikah  
 
 
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Surakarta  
     1. Keadaan Geografis 
                 Wilayah Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo,      
     merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng  
     pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m  
    diatas permukaan air laut. Dengan Luas sekitar 44 Km2, Kota Surakarta  
     terletak diantara 110 45` 15″  – 110 45` 35″ Bujur Timur dan 70` 36″ – 70`  
    56″ Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah  dan dialiri oleh 3 (tiga) buah     
    Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai  
    Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan  
     panorama serta lalu lintas perdagangannya. Surakarta terbagi dalam lima  
     wilayah Kecamatan yang meliputi 51 kelurahan 
1
  
     Karanganyar,Sragen,Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif  
     masih sering disebut   sebagai eks-  Karesidenan Surakarta.  
                 Kabupaten Surakarta terletak pada arah timur dari kota boyolali  
     dengan batas –batas wilayah sebagai berikut : 
                                                             
               1 dikutip dari didit34.wordpress.com/letak-dan-geografis/kabupatensurakarta diakses 20 
nopember 2016, hlm. 1   
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1)  Sebelah utara : Kabupaten Karanganyar dan Boyolali  
2) Sebelah timur : Kabupaten Sukoharjo  
3) Sebelah barat : Kabupaten Sukoharjo  
4) Sebelah selatan : Kabupaten Sukoharjo2 
   2. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta  
                   Surakarta adalah bekas Daerah Swapraja ( Voorsten Landen )   
    Daerah Kerajaan Jawa, pindahan dari Kraton Kartosuro, yang ketika ada  
    gegeran pemberontakan orang - orang Cina sehingga Keraton dapat  
    diduduki oleh Pemberontak, Keraton terpaksa dipindahkan dari Kartosuro ke  
    desa Sala, yang kemudian dinamakan Surakarta Hadiningrat. Raja yang  
    memerintah bergelar : Sri Susuhunan Pakubuwono Senopati hing Ngalogo,  
    Khalifatullah Sayidin Panetep Panata Agama. Semula wilayah kerajaannya  
    meliputi juga wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tetapi setelah terjadi  
    pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas  
    Said, atas Politik Belanda guna menghentikan pemberontakan tersebut,     
    Kerajaan dipecah – pecah menjadi : 
1. Kasunanan Surakarta. 
2. Kasultanan Yogyakarta. 
                                                             
               2 dikutip dari id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta, diakses 20 nopmber 2016, hlm . 1.  
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    Kemudian Daerah Kasunanan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu :   
    Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Raja yang memerintah  
    Mangkunegaran berstatus Adipati ( Raja Muda ) Mangkunegoro. 
                Kerajaaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintahan yang  
    mewarisi Pemerintahan Kerajaaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara  
    Aparat Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut ” PENGULU “  
    susunan organisasinya ke bawah sampai tingkat Kapanewon ( Kecamatan )  
     yaitu : 
1. Pengulu Ageng 
2. Pengulu Kabupaten 
3. Pengulu Kecamatan / Kawedanan 
Tugas Pokok Pengulu Ageng di Surakarta, ada 3 : 
1. Menjalankan Hukum Syara’ yang berhubungan dengan ibadah, dsb. Dan 
berwenang membentuk Imam dan Staf Kemasjidan untuk mengurusi 
tempat ibadah ( Masjid ) 
2. Menjalankan Hukum Syara’ dalam Pengadilan Serambi menerima, 
memeriksa dan memutus perkara – perkara talak, warisan, wasiyat, 
perkawinan, pembagian harta gono – gini ( harta bersama ) dsb. 
3. Menjalankan urusan Agama pada umumnya, khususnya urusan pekawinan 
serta bertindak sebagai Wali Hakim, dalam suatu lembaga yang diberi 
nama : Yugosworo. 
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                Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari     
    1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa &   
    Madura Pengulu Ageng di Surakarta dijabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom  
    ke V. diwisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng  
    Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 C / 1883 M dan pada  
    waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka  
    beliau (K. Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu  
    Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. 
    Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut. Dan  
    sejalan dengan adanya perubahan Administrasi Teritorial Pemerintahan RI  
    maka luas Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakarta pun turut  
    mengalami perubahan. Pada semula wilayah Hukum Pengadilan Agama  
    Surakarta, meliputi : 
1. Kotamadya / Dati II Surakarta 
2. Kabupaten / Dati II Sukoharjo 
3. Kabupaten / Dati II Karanganyar 
     Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang  
    Pengadilan Agama di Sukoharjo ( lepas dari Pengadilan Agama Surakata ).       
    Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri Cabang  
    Pengadilan Agama di Karanganyar ( lepas dari Pengadilan Agama  
    Surakarta ). Dengan adanya perubahan wilayah hukum tersebut dengan  
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    sendirinya berpengaruh pada volume perkara pada Pengadilan Agama di  
    Surakarta. 
   Adapun Perkembangan Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai  
    berikut: 
1. Pengadilan ( Raad ) Serambi : Sejak berdirinya Kerajaan Surakarta ( tahun   
  1738 M ), hingga Stbl. 1882 No. 152 Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152,   
  tentang pembentukan Raad (Pengadilan) Agama di Jawa dan Madura,    
  Pengadilan Agama di Surakarta diselenggarakan oleh Badan dan Peradilan  
  yang bernama Pengadilan ( Raad ) Serembi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng  
  ( Hoofd Pengulu ) Kerajaan Surakarta Hadiningrat.      
    Adapun wewenangnya seperti tersirat dalam Sabda Raja Sinuwun Pakubuwono      
    ke IX di Surakarta Hadiningrat sewaktu melantik K.R. Pengulu Tafsir Anom ke     
    V. menjadi Pengulu Ageng di Kerajaan Surakarta Hadiningrat pada malam  
    Jum’at tanggal 4 Sofar, tahun Dal, 1815 C / 1883 M, dangan kata – kata sebagai  
    berikut (terjemahan dari bahasa Jawa). 
a. Kami lantik engkau, kami izinkan engkau menjalankan Hukum Syara’ dsb. 
Yang termasuk dalam bidang ibadah. Dan yang sekira pantas engkau 
percayakan kepada Abdi Dalem kami, Mutihan. Bidang ibadah seperti : Imam 
Jum;at, dan Imam Sholat berjama’ah dlsb. 
b. Dan hukum kami yang kami limpahkan pada Pengadilan Seranbi seperti : 
Talak, warisan, Wasiyat, Perkawinan, atau barang Gono – gini, dlsb. 
Selanjutnya kami percayakan kepadamu ketentuan hukum yang seharusnya 
diterapkan menurut ijtihadmu serta kesepakatan ijtihad para ulama lainnya. 
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c. Dan kami percayakan kepadamu tentang urusan Agama bagi rakyat kami 
semua. Hendaknya engkau mengusahakan pendidikan Agama menurut 
kemampuan kepada rakyat kami, begitu juga kepada orang – orang perdikan, 
kaum, dan lain – lain yang termasuk Abdi Dalem Mutihan. Dan juga tentang 
pengembangan serta kemajuan Agama Islam. Dan juga telah kami percayakan 
kepadamu menjalankan hukum agama menurut yang sebenarnya. Adapun hak 
wali Hakim dan urusan perkawinan dari kerabat Keraton yeng sudah teliti 
syarat – syaratnya pada hari ini juga kami percayakan kepadamu. Tentang izin 
perkawinan selanjutnya supaya berjalan seperti kebiasaan yang telah ada. 
Semua tugas jabatan seperti yang kami serahkan kepadamu tadi, hendaklah 
dikerjakan dengan teliti dan hati – hati berani menjalankan Pengadilan menurut 
ketentuan hukum yang benar. 
                Adapun yang menjabat Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat,  
    sejak  pertama kali berdirinya Kerajaan yaitu pada abad ke XVIII ( tahun 1738 )  
    Masehi, sejak pindahnya Keraton ( Pusat Kerajaan ) Jawa dari Kartosuro ke  
    Surakarta, urut–urutannya adalah sebagai berikut : 
a. Kanjeng Kyahi Pengulu Jalalain II 
b. Kanjeng Kyahi Pengulu Muhammad Thohar Hadiningrat 
c. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom Hadiningrat ke I 
d. Kanjeng Kyahi Pengulu Mertoloyo 
e. Kanjeng Kyahi Pengulu Sumemi ( Tengah ) 
f. Kanjeng Kyahi Pengulu Diponingrat III 
g. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom II 
57 
 
h. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom III 
i. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom IV 
j. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom V  
                Raad Serambi berkantor / bersidang mengambil tempat di Serambi   
    Masjid Agung Surakarta ( sebagian lokal yang ada di Masjid Agung  
    Surakarta, yaitu di Pawestren bagian Utara ). Baru sekitar tahun 1935 Raad  
    Agama / Raad Serambi berkantor / bersidang di Yugosworo Gedung bangunan  
    dari Kraton Surakarta yang terletak di sebelah utara Gapura Masjid Agung  
    Surakarta. Sedangkan sarana perkantoran / persidangan menggunakan meja  
    kursi sidang serta peralatan mebelair lain sekalipun masih sederhana. Alat tulis  
     menulis telah menggunakn mesin tulis. 
               Raad Agama, Sejak Stbl 1882 No. 152 hingga masuknya Tentara Jepang  
    Staatbald tahun 1882 No. 152 keluar, sedang di Surakarta Peradilan Agama  
    telah ada dan telah berlangsung lama, dalam bentuk Pengadilan (Raad) Serambi  
    yang dipimpin oleh Pengulu Ageng yang diangkat dan diberhentikan oleh Raja  
    di Surakarta Hadiningrat. 
              Pada tahun 1883 yang diangkat menduduki Jabatan Pengulu Ageng     
    Kerajaan Surakarta Hadiningrat adalah Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom ke     
   V.  tepatnya pada hari Kemis Wage tanggal 3 Sofar tahun Dal 1815 C. 1). 
    Dalam kedudukannya sebagai Pengulu Ageng yang dipercayai oleh    
    Raja (tanliyah) untuk memeimpin Peradilan yaitu Pengadilan Serambi, pada    
    tahun 1903 waktu di Kerajaaan Surakarta Hadiningrat dibentuk Pengadilan  
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    Landraad beliau di tunjuk menjadi Hoofd Pengulu Landraad (S.K. Residen  
    tanggal 7 Januari 1903). Tugasnya sebagai penasehat Majelis Hakim dalam hal  
    menyangkut Hukum Agama. Juga pada tahun 1845 C / 1913 di Surakarta di  
    bentuk Raad Nagari, beliau diangkat menjadi Lid ( anggota ) dari Raad Nagari  
    tersebut. Jabatan sebagai Hoofd Pengulu Landraad di jalani selama 20 tahun.  
    Atas permohonannya sendiri beliau diberhentikan dengan hormat dari jabatan  
     tersebut dengan S.K. Residen tanggal 17 Mei 1923 No.215. 
                 Sebagai pengganti jabatan Hoofd Pengulu Landraad adalah puteranya     
     sendiri yaitu R.H. Muhammad Adnan ( putera ke III ), yang sebelumnya beliau     
    pada tanggal 26 Desember 1919 diangkat sebagai Lid / Anggota Raad Agama,  
    kemudian pada tanggal 9 Oktober 1921 beliau diangkat sebagai Adjunct Hoofd 
    Pengulu Landraad. Pada tanggal 17 Mei 1923 beliau resmi diangkat menjadi  
    Hoofd Pengulu Landraad dan sebagai Ketua Raad Agama. 
                Dari keterangan diatas, menurut pasal Stbl. 1882 No. 152 1937     
       No. 116 dan 610. dengan sendirinya sebagai Ketua Raad Agama, ada  
       pemisahan tugas dan jabatan, yaitu : 
1. Tugas Peradilan, yaitu Ketua Raad Agama dan Hoofd Pengulu Landraad,   
             disatu pihak, dan 
2. Tugas Pengulu, yaitu urusan Agama dan pada umumnya seperti urusan    
             ibadah, perkawinan, perceraian dan ruju’ ( N.T.R ) dll., dipihak yang lain.       
      Disamping itu, Pengulu Ageng masih diserahi tugas Peradilan, yaitu Raad  
      Serambi yang khusus untuk warga Kraton Surakarta. 
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     Sampai pada akhir zaman penjajahan Jepang di Surakarta selain Raad Serambi    
     yang dipimpin oleh Pengulu Agama Kraton Surakarta, disamping tugasnya  
     pada bidang urusan Agama, perkawinan dan kemesjidan dalam Lembaga yang  
    di beri nama Yugosworo, Raad Serambi yang dijalankan oleh Pengulu Ageng  
    Kraton Surakarta itu hanya khusus kerabat Kraton Surakarta. 
        Pengadilan Agama di Surakarta sejak Proklamasi KemerdekaanRI tanggal 17  
    Agustus 1945, sampai pada agresi Belanda yang ke II tahun 1948 keadaannya  
    sebagai berikut: 
1. Gedung / Kantor masih menempati di gedung lama ( ex Yugosworo ). 
2. Ketua / Wakil Ketua masih dilakukan oleh Bapak Abdus Salam, adjunct  
    Pengulu pada Kantor Urusan Agama Surakarta. 
3. Personalia ada tambahan beberapa pegawai limpahan dari Raad Serambi, a.l.  
         Bapak K.. Mursidi. 
4. Volume perkara rata – rata satu bulan masih sekitar 20 perkara 
5. Ketua dan pegawainya menjadi pegawai dibawah lingkungan Kementrian  
          Agama. 
             Pada tahun 1948 waktu tentara Belanda melakukan aksi militer ke  
    dalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di  
    Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka Pengadilan  
    Agama di Surakarta juga dalam keadaan gerilya.  
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     Selama masa pendudukan Tentara Belanda Pengadilan Agama tetep  
     melakukan tugas peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam. Bahkan  
    oleh Pemerintah RI dalam gerilya, Pengadilan Agama diserahi kekuasaan  
    untuk memeriksa dan memutus perkara waris dari orang–orang yang  
    beragama Islam. Adapun gedung/kantor Pengadilan Agama selama masa  
    pendudukan tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan     
    Jebres (Surakarta Timur). 
             Pada sekitar tahun 1956 / 1957 Pengadilan Agama di Surakarta  
    pindah tempat ke Balai Agung, satu komplek dengan Kantor Urusan Agama  
   (Kandepag) Kodya Surakarta, letaknya di Alun – alun Utara Surakarta Pada    
    tahun 1962 terjadi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan     
   berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo, maka wilayah yuridiksi  
   Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten. 
            Pada tahun 1963 terjadi lagi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu  
    dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Karanganyar. Maka sejak  
    tahun tersebut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal  
    Kotamadya / Dati II Surakarta saja Pada tahun 1965 setelah terjadi peristiwa    
    Gerakan 30 September / PKI atau pemberontakan PKI Pengadilan Agama  
    Surakarta menempati gedung bekas tempat SOBSI yaitu di Alun – alun Utara  
     KUP. 18 Surakarta( sebelah selatan Gapura Mesjid Agung Surakarta ). Ketika  
     Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas SOBSI mendapat  
     penambahan perlengkapan meubelisir milik SOBSI. 
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    Bulan Maret 1966 terjadi banjir besar yang melanda Kota Surakarta,   
    tidak luput Kantor Pengadilan Agama Surakarta kemasukan air bah hingga  
    setinggi satu meter. akibatnya banyak arsip – arsip yang hanyut hilang /  
    rusak dan beberapa perlengkapan / meubelair yang juga rusak karenanya. 
    Sejak tahun 1970 sejalan dengan dimulainya Pelita I sampai dengan     
    Pelita III sekarang ini Pengadilan Agama Surakarta mengalami banyak  
    peningkatan baik di bidang personil prasarana dan sarananya maupun  
    volume perkara. 
             Sejak lahirnya UU. No. 1 / 1974, tentang perkawinan dan sejak     
    berlakunya UU tersebut secara effektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka  
    volume perkara pada Pengadilan Agama SUrakarta, yang semula rata – rata  
    dalam satu bulan sebanyak 15 – 20 perkara, meningkat sebanyak 3 – 4 kali  
    menjadi rata – rata 45 – 55 perkara setiap bulan. Pada tahun Anggaran 1978 /  
    1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan bagian Proyek Pembangunan  
    Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 m
2
 . dan untuk keperluan  
    pembangunan itu oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan  
    fasilitas sebidang tanah seluas  741 m
2
, yaitu bekas tanah perkuburan di Jln.  
    Veteran No. 169 / C Surakarta. (sekarang JL. Veteran No. 273 Surakarta )  
    Bersamaan itu juga diberikan anggaran pengadaan peralatan mebelair seperti  
    meja, kursi sidang, almari, dsb. Maka setelah selesai pembangunan Balai  
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    Sidang Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama  
    Surakarta telah  menempati gedung sendiri yang baru
3
 
NAMA-NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA 
 NO. NAMA MASA JABATAN 
1 KH. Mc. SJUKURI LUTHFI tahun 1964 - 1976 
2 KH. MURSIDI tahun 1976 - 1979 
3 Drs. H. ACHMAD SLAMET tahun 1980 - 1987 
4 Drs. H.WILDAN SUYUTHI tahun 1988 - 1994 
5 Drs. H. SUYAMIN tahun 1994 - 1998 
6 Dra. Hj. DURRAH BARAJA,SH.M.Hum tahun 1998 - 2004 
7 Drs. H. TURIMAN,SH tahun 2004 - 2006 
8 Drs. H. ANWAR SHOLEH,M.Hum tahun 2006 - 2007 
9 Drs. H. MUH. HIDAYAT,SH.,MH. tahun 2007 - 2008 
10 H. HUMAM ISKANDAR, SH tahun 2009 - 2010 
11 Drs. CHAZIM MAKSALINA,MH. tahun 2010 - 2012 
12 Drs. H. MA'MURI, SH.MSI tahun 2013 - 2014 
13 Drs. ABDUL QODIR, SH, M.H.  tahun 2014 - sekarang 
 
 
                                                             
                3 www. Pa.surakarta.go.id di akses pada tanggal 20 nopember 2016 jam pukul 23.56 WIB 
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a. Wilayah Yuridis  
            Pengadilan Agama Surakarta membawahi 5 kecamatan yang ada di     
   Kabupaten bagi  yang beragama islam, serta menangani masalah khususnya   
  berkaitan dengan  masalah perkawinan, Waris , Wasiat, Hibah, wakaf, Infaq,  
  Shodaqoh, dan ekonomi syari’ah diantaranya :  
1. Kecamatan Pasar Kliwon (57110): 9 kelurahan 
2. Kecamatan Jebres (57120): 11 kelurahan 
3. Kecamatan Banjarsari (57130): 13 kelurahan 
4. Kecamatan Lawiyan (disebut juga Laweyan, 57140): 11 kelurahan 
5. Kecamatan Serengan (57150): 7 kelurahan4 
3. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Surakarta 
a. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
        4 id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta 
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                Berdasarkan KMA Nomor 004/SK/II/1992, Struktur organisas 
Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut 
 
Staf 
__ 
Staf 
__ 
Staf 
__ 
Ketua PA 
Drs. Abdul Qadir, SH, MH 
Wakil Ketua PA 
Drs. Mahmudin, SH, MH 
Hakim 
Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum 
Elis Rahmahwati, S.HI, SH, MH 
Hakim 
Drs. Hj. Choiriyah 
Drs. H. Ali Widodo 
Drs. Jayin, SH 
 
Panitera/Sekretaris 
Rokhmadi, SH 
Wakil Sekretaris 
Bambang Sutiyo, SH 
Wakil Panitera 
M. Munir, SH, MH 
Panmud 
Gugatan 
Wiwik Dwi 
Hariani 
Panmud 
Permohonan 
Tri Murti 
Panmud 
Hukum  
Arif Rohman 
Kaur 
Kepegawaian 
Fitri Sayekti, 
ST., SH 
Kaur 
Umum 
                           
Anis 
Fuadah, SH 
Kaur 
Keuangan 
                      
Dra. Zumtini 
Mustofiyah, SH 
Staf 
Taufiq Nur 
Rachman 
Staf 
Suyanto  
Staf 
Sukarmin 
Kelompok Kepaniteraan 
Jurusita/Jurusita Pengganti 
Semin 
Makarin 
Suparno 
Ratna Evayanti, SE 
Sri Muhammad Kusumantoko, S.HI 
Topo Cipto Nugroho, A.Md 
 
 
Panitera Pengganti 
Masykuri, SH 
Gigih Nuryahdi, SH 
Slameto, SH 
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b. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Surakarta 
    1.Pengaduan 
a) Syarat Pengaduan, Pengadu harus mencantumkan dan memiliki; 
- Identitas jelas, meliputi: nama, alamat, contact person / no. Telp 
- Menyampaikan/membawa/melapirkan data serta bukti-bukti yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
b) Tatacara Pengaduan sebagai berikut : 
1. Adukan melalui Meja Informasi 
2. Atasan PPID akan memberikan tanggapan tertulis disampaikan 
kepada Petugas Informasi dengan tembusan kepada PPID 
selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak 
keberatan dicatat dalam register keberatan. 
3. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima 
dari atasan PPID, maka Petugas Informasi harus 
memberitahukan Putusan Atasan PPID tersebut kepada 
Pemohon. 
4. Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan putusan, 
dalam mengajukan keberatan ke Komisi informasi paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atasan PPID 
diterima. 
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2. Hal-hal yang perlu diadukan dan yang akan diproses dalam menu  
      pengaduan di Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut: 
a) Pelayanan 
- Pelayanan proses berperkara di Pengadilan Agama Surakarta. 
- Pelayanan persidangan di Pengadilan Agama Surakarta. 
b) Pelanggaran 
- Pelanggaran disiplin kerja pegawai Pengadilan Agama Surakarta. 
- Pelanggaran pelaksanaan tugas pejabat Pengadilan Agama 
Surakarta. 
- Perselisihan/ pertengkaran yang menyangkut petugas/ pegawai 
pengadilan. 
- Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengn sengaja atau 
kelalaian   dan ketidak pahaman. 
c) Pungutan Liar 
- Pungutan Liar oleh Petugas di Kantor Pengadilan Agama Surakarta 
- Pungutan Liar oleh Petugas di Luar Kantor Pengadilan Agama 
Surakarta. 
Seluruh pengaduan yang berkenaan dengan persoalan tersebut di atas  
    dapat disampaikan melalui beberapa cara, antara lain: 
1)  Datang langsung di Pengadilan Agama Surakarta pada setiap hari kerja   
Senin s/d Kamis pukul 07.30 s/d 16.00 WIB, Jum’at pukul 07.00 s/d 16.00 
dan mengadukan persoalan baik secara langsung (berbicara) atau tertulis 
yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan 
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menjelaskan dan sedapat mungkin membawa bukti-bukti yang dapat 
menguatkan aduannya tersebut. Apabila pengaduan dikirim melalui pos 
dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi 
amplop tersebut adalah surat pengaduan dengan menulis kata 
“PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA”  di 
bagian kiri atass amplop. 
2) Melalui telepon atau fax di 0271-636270 
3) Layanan informasi perkara dan pengaduan di Pengadilan Agama Surakarta 
dapat dilayani melalui : 
a) Email pengaduan di pengaduan.pasurakarta@yahoo.com.  
b) WhatsApp (WA) : 08121505265 atau dapat juga melalui BBM : 
5A5D7190. Dengan cara ketik : #kodeinfo#Noperkara.  
Kode Info : 
- #1 : Info Perkara Baru 
- #2 : Biaya Perkara 
- #3 : Jadwal Sidang 
- #4 : Status Perkara 
- #5 : Akta Cerai 
- #6 : Pengaduan 
- #7 : Panggilan 
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3. Penerimaan Pengaduan 
a. Pengadilan Agama Surakarta akan menerima setiap pengaduan yang 
diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. 
b. Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan penjelasan mengenai 
kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat 
mengajukan pengaduan 
c. Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan tanda terima, jika 
pengaduan diajukan secara tertulis. 
d. Pengadilan Agama Surakarta hanya akan menindaklanjuti pengaduan 
yang mencantumkan identitas pelapor. 
e. Pelapor sedapat mungkin mencantumkan identitas dan mengirimkan 
atau menyertakan  bukti yang dapat menguatkan aduannya tersebut. 
Namun demikian selama informasi dalam pengaduan benar dan 
memliki dasar yang kuat, pengaduan tersebut akan tetap di tindak 
lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas (076/KMA/SK/VI/2009 
Bab VIB poin 2) 
f. Setiap data dan identitas yang diberikan oleh pelapor akan dirahasiakan. 
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4. Alur dan Tahap Penanganan Pengaduan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaduan diterima Kantor Pengadilan Agama  Surakarta pada hari 
Senin sampai Kamis Mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB dengan cara: 
1) Via Telpon (0271) 636270 
2) Via Pos ke alamat Kantor Pengadilan Agama Surakarta, Jl. Veteran 
No. 273 Surakarta Kodepos 57155 
3) Melalui email pengaduan; Pengaduan.pasurakarta@yahoo.com 
4) Datang langsung ke meja Pengaduan Kantor Pengadilan Agama 
Surakarta Jl. Veteran no. 273. 
 
 
 
Pendaftaran Penelaahan 
Awal 
LAYAK ? Segera 
Pengarsipan 
Pemeriksaan 
TERBUKTI ? 
Menjatuhkan 
Hukuman 
Disiplin 
Selesai 
Pengarsipan 
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B. Dispensasi  
    1. Syarat –Syarat dalam pengajuan dispensasi  
       a) surat penolakan dari KUA yang berisi alasan –alasan mengapa ditolak dari     
            KUA 
       b) Surat keterangan pemberitahuan adanya halangn / kurangnya persyaratan  
            nikah dari KUA 
       c) Satu lembar foto copy KTP Pemohonan calon (suami istri) yang  
             dimateraikan Rp.6000 
       d)  Foto copy KK pemohon di materaikan Rp.600 
       e) Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah pemohon    
          yang   dimateraikan Rp. 6000 dan menunjukan yang asli. 
       f) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimateraikan  
            Rp.6000   
       g) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimateraikan    
              Rp.6000 
      h) Satu lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimateraikan Rp.6000  
       i) Surat keterangan kehamilan dari dokter /Bidan (bagi yang hamil)  
      J)Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa 
      k)  Membayar biaya Panjar.  
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    2. Proses dan Tahap Pengajuan dispensasi  
         a. Proses Pengajuan dispensasi  
1) Pengadilan Agama Surakarta akan menerima setiap permohonan 
yang akan diajukan oleh orang tua anak baik secara lisan maupun 
tertulis. 
2) Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan penjelasan 
mengenaii kebijakan dan prosedur pada saat masyarakat 
mengajukan permohonan. 
3)  Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan tanda terima, jika  
pengajuan diajuka secara tertulis maupun lisan, bila pengajuanya 
dengan lisan maka akan dibantu oleh pertugas dalam pengajuan 
4) Pengadilan Agama Surakarta hanya akan menindak lanjuti 
pengajuan yang mencantumkan idenititas. 
5) Masyarakat yang mengajukan sedapat mungkin menyantumkan 
identitas dan mengirimkan atau menyertakan berkas yang dapat 
menguatkan adanya tersebut. Namun demikian selama informasi 
dalam pengajuan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengajuan 
tersebut akan tetap di tindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan 
identitas.  
6) Setiap data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan  
7) Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar  
8) Membayar uang panjar biaya perkara  
9) Perkara disidangkan  
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10) Proses persidangan  
11) Sidang diputus hakim  
    
    b. Tahap Persiapan  
1) Sub Kepaniteraan permohonan gugatan mempelajari kelengkapan dan   
                 mencatat semua data –data perkara yang baru di terimanya dalam buku  
                 penerimaan tentang perkara , kemudian menyampaikannya kepada  
                 panitera dengan melampirkan semua formulir formulir yang  
                 berhubungan dengan pemeriksaaan perkara.  
2) Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu    
               kepada ketua pengadilan agama, terlebih dahulu menyuruhh pertugas 
                 yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku register perkara.  
3) Selambat –lambatnya pada hari kedua setelah surat –surat permohon   
         diterima dibagian kepaniteraan , panitera harus menyerahkan kepad  
         ketua pengadilan agama yang selanjutnya ketua pengadilan agama  
         mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya,  
         kemudian menyampaikan kembali berkas –berkas perkara tersebut  
         kepada panitera dengan disertai penetapan / penunjukan majlis hakim  
        /hakim yang sudah harus dilakukan dalam waktu sepuluh (10) hari sejak  
         gugatan / permohonan di daftarkan.  
4) Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterimanya kepaada ketua /  
       Wakil ketua pengadilan selanjutnya ketua pengadilan agama akan  
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       menunjuk hakim dan melimpahkan perkara kepada majlis hakim yang  
       bersangkutan untuk disidangkan dan diputus.  
5) Paniteria menunjuk seorang atau lebih paniteria penganti untuk perbantuan 
pada majlis hakim yang bersangkutan.  
 
3. Proses dan Penetapan  Persidangan Dispensasi 
       a. Penerimaan Perkara  
1) Orang tua anak yang ingin mengajukan permohonan, terlebih 
dahulu mendaftar ke Meja Satu. Oleh Meja Satu di terima surat 
permohonan , lalu ditaksir biaya perkara kemudian dibuat SKUM  
2) Setelah Menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 
pemohon datang ke kasir untuk membayar biaya panjar perkara, 
pertugas kasir menerima dan menandatangani SKUM lalu memberi 
nomor pada SKUM dan tanda lunas  
3) Pertugas di meja Tiga mendaftar permohonan lalu memberi nomor 
perkara sesuai nomor SKUM, setelah itu berkas perkara diserahkan 
pada ketua Pengadilan Agama melalui paniteria/wakilnya  
4) Berkas perkara yang telah diterima ketua Pengadilan Agama untuk 
dipelajari , kemudian Ketua Pengadilan Agama membuat Majlis 
Hakim.  
5) Paniteria membuat penetapan paniteria pengganti dan menyerahkan 
berkas pada majlis hakim.  
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6) Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili 
perkara menentukan hari sidang , kemudian memerintahkan pada 
juru sita untuk memanggil pihak pihak yang berperkara, setelah 
it u  Maje l is Hak im me mer iksa dan memutus perkara. 
7) Setelah perkara di putus oleh Majelis Hakim, Meja Tiga menerima 
berkas perkara yang telah diminut oleh pengadilan, memberikan 
putusan pada para pihak yang t idak hadir lewat juru sita.  
         
 4 .  Perkara Dispensas i Pengad i lan Agama Sur akar t a Tahun 2015  
                       Adapun perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Surakarta  
     mengena i Dispensas i pada t ahun  2015 adalah sebaga i ber ikut  :           
 
 
   
  
   
 
 
              
NO BULAN JUMLAH 
 1  Januari   6 
 2  Februari  2 
 3  Maret   3 
 4  April   6 
 5  Mei   8 
 6  Juni  5 
 7  Juli  3 
 8  Agustus   2 
 9  September   1 
 10  Oktober   2 
 11  November   5 
 12  Desember   2 
75 
 
        Dari permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama   
    Surakarta tahun 2015 peneliti akan meneliti penetapan nomor :     
    026/Pdt.P/2015/PA.Ska  
    Adapun penjelasan penetapan tersebut diatas sebagai berikut:  
     a. Penetapan nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Ska 
                Pemohon yang bernama Mr.X dan surat permohonannya  
     tertanggal 22 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
     Agama Surakarta, Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Ska.  
                Yang isi pokoknya adalah bahwa permohon henda meniikahkan  
     anak kandung pemohon yang bernama dengan insial Jaka bin Mr. X  
     umur 17 tahun 11 bulan dengan seorang perempuan bernama dengan  
     insial Bunga bin Mr. Y umur 17 tahun 11 bulan.   
            Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di  
    hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
    Pasar Kliwon, Kota Surakarta, namun ditolak dengan surat nomor  
     KK.11.21.4/PW.02/20/IV/2015. Karena anak pemohon yang berinsial jaka  
     belum mencapai 19 tahun. 
    Bahwa syarat –syarat untuk melangsungkan perkawinan  
     tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam  
     maupun peraturan perundang –perundangan yang berlaku , kecuali   
    syarat usia yang belum mencapai 19 tahun karena insial Jaka bin  
    Mr. X berumur 17 tahun 11 bulan.  
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                 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk  
    diberlangsungkan karena kedua mempelai sudah bertunangan  
    selama 2 tahun dan hubungannya erat sedemikian rupa sehingga  
    Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama  
    apabila mereka tidak segera dinikahkan.   
                 Bahwa Insial Jaka bin Mr. X sudah aqil Baligh (dewasa) dan siap     
    menjadi seorang suami atau kepala keluarga merksipun belum berumur 19    
    tahun. 
             Bahwa anatara Insial Jaka dan Insial Bunga tidak ada larangan untuk  
    menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan.  
                Bahwa antara insial Jaka bin mr. X berstatus jejaka dan               
    insial Bunga binti mr.Y berstatus perawan. 
             Bahwa Insial Jaka sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan  
    penghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulan. 
 Berdasarkan hal –hal tersebut diatas pemohon mohon  
    agar Pengadilan Agama Surakarta menjatuhkan penetapan yang  
   amarnya berbunyi sebagai berikut     :  
 
1) Mengabulkan permohonan Permohon. 
2) Memberikan dispensasi kepaada Insial Jaka bin Mr. X untuk menikah  
              dengan Insial Bunga Binti Mr Y.  
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.  
 Bahwa permohon telah mengajukan bukti surat berupa :  
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1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Permohon (Tertanda P.1)  
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah 419 / 13 / XII / 1996 tanggal 08    
                   Desember 1996 (tertanda P.2) 
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 2727/1997 tanggal 17 Juni 1997    
      (tetanda P.3)  
4. Surat Pemolakan Nikah dari KUA Nomor   
                   KK.11.21.4/PW.02/20/IV/2015 tanggal 21 april 2015 (Tertanda P.4) 
5.  Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan persyaratan atas nama insial   
                    Jaka dari KUA (Tertanda P.5) 
6. Selain bukti surat tersebut permohon juga telah mengajukan 2 orang 
saksi Insial Darsono bin Kartijo dan insial Mawar Binti sukijo. Yang 
telah memberikan keterangan dibawah sumpah.  
                Dari salah satu perkara yang ada di pengadilan agama surakarta tentang    
    dispensai nikah diatas tentang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :  
            Menimbang Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah yang telah   
    diuraikan di atas  
                Menimbang , bahwa dari posita permohonan telah menunjukan bahwa  
     perkara ini termasuk Permohonan Dispensasi Nikah dan ternyata Permohon  
     berdomisisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta , maka     
    berdasarkan penjelasan Pasal 48 a angka 3 dan UU No. 7 tahun 1989 tentang  
    Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan  
    UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Surakarta Berwenang untuk  
    memeriksa permohonan Permohon.  
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            Menimbang bahwa Permohon hendak menikahkan anaknya tetapi di  
    tolak oleh KUA karena kurang umur , padahal syarat syarat untuk  
    melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan  
    hukum islam maupun peraturan perundang –undangan yang berlaku m kecuali  
    syarat usia calon mempelai.  
               Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh – 
    sunguh memberikan arahan kepada pemohon akan tetapi pemohon tetap pada  
    permohonanya  
                Menimbang bahwa pihak laki –laki sudah aqil baligh dan siap untuk  
    menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga , merksipun belum berusia 19  
     tahun.  
   Menimbang bahw antaranya keduanya tidak ada hubungan mahrom  
     baik karena nasab , karena perkawinan maupun sesusuan.  
   Menimbang bahwa pihak laki laki sudah memiliki pekerjaan tetap dan  
     mempunyai penghasilan.  
            Menimbang bahwa Majelis telahn mendengar keterangan calon  
     mempelai berdua yang pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan  
    pemohon.  
               Menimbang bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan wali nikah     
     yang pada pokoknya dia merupakan wali nikah terdekat bagi pihak perempuan     
    dan bersedia untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan antara keduanya.  
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            Menimbang bahwa berdasarkan bukti serupa Surat Penolakan Nikah     
    dari KUA, maka telah terbukti adanya penolakan Pernikahan dari KUA    
     Kecamatan disebabkan belum terpenuhi syarat usia calon mempelai.  
                Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa akta kelahiran bahwa  
    anak tersebut sampai sekarang belum berusia 19 tahun.  
                 Menimbang bahwa keterangan dari calon mempelai bahwa mereka     
    saling mencintai dan telah siap menikah untuk membentuk rumah tangga.  
            Menimbang bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh mereka     
    calon mempelai yang masih di bawah umur untuk nikah direstui / di ijinkan    
    oleh masing masing orang tuanya atau walinya, hal tersebut telah terpenuhi    
    Pasal 6 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat 2  
    Kompilasi Hukum Islam.  
            Menimbang bahwa saksi –saksi yang diajukan pemohon telah    
    memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan keterangan    
    masing –masing saksi saling bersesuaian, maka dapat di pertimbangkan sebagai   
    alat bukti dalam perkara ini.  
            Menimbang Bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan pemohon    
    dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut diatas, maka majelis telah  
    menemukan fakta di persidangan yang pokoknya, bahwa anak tersebut sudah  
    aqil baligh(dewasa) dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan antaranya    
    keduanya tidak ada hubungan mahrom baik nasab karena perkawinan maupun  
    karena sesusuan  
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   Menimbang bahwa kemauan dan kesiapan calon mempelai untuk  
    menikah dan telah di setujui kedua orang tua atau wali masing masing , hal  
    tersebut akan dapat pertolongan dari Allah SWT sebagaimana dalam firmanya  
    surat An Nur ayat 32 yang berbunyi dan kawinkanlah orang-orang yang  
    sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba- 
    hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 
    jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan  
   Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 
  Menimbang bahwa merksipun anak pemohon belum cukup umur untuk  
    melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang  
    Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam namun  
    jika Anak pemohon tidak dinikahkan justru akan terjadi hal yang tidak di  
    inginkan dan bertentangan dengan agama dan akan menimbulkan banyak  
    mafsadat , padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik  
    kemaslahatan , untuk itu permohonan patut dikabulkan sesuai dengan kaidah  
    fiqhiyah yang berbunyi :  
  لحاصلما بلاج ىلع مدقمدسافلماءرد   
                 Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan –pertimbangan     
     tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan keduanya  
    cukup beralasan , oleh karena itu dapat dikabulkan.  
             Menimbang bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara     
    bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasl 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun  
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    1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU  
     No.50 tahun 200, biaya perkara dibebankan kepada pemohon  
           Mengingat segala ketentuan peraturan perundang –undangan yang  
    berlaku dan dalili syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini.  
             dan hasil persidangan / putusanya adalah mengabulkan permohonan      
    permohon, memberikan dispensasi kepada permohon untuk menikahkan  
    anaknya bernama jaka bin Mr. X dan Bunga Binti Mr Y , membebankan  
    kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000          
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BAB IV  
ANALISA DAN PEMBAHASAN  
 
A. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang  
     digunakan dalam memutus perkara dispensasi nikah nomor  
       26/Pdt.P/2015/PA.Ska? 
                Pengadilan Agama Surakarta dalam memeriksa serta memutus perkara    
     yang berkaitan dengan pemberian surat Dispensasi tentu mempunyai prosedur  
     serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani  
     kasus ini , dasar hukum ini yang akan menentukan apakah akan dikabulkan  
    atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang di ajukan akan di  
    kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat  
    berdasarkan Undang Undang ataupun secara syari’ah untuk dikabulkan dalam  
    permohonan Dispensasi yang diajukan. Berikut ini dasar pertimbangan hakim  
    yang digunakan Pengadilan Agama dalam memutus perkara no     
    26/Pdt.P/2015/Pa.Ska . 
     1. Asas Hakim Bersifat menunggu. 
                Maksudnya adalah hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang      
     diajukan ke pengadilan , apabila tidak ada tuntuntan hak atau maka tidak ada  
     hakim, akan tetapi bila ada perkara yang masuk maka hakim tidak boleh  
     menolak dan harus memproses sesuai dengan Undang Undang.   
                Berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang –Undang  
    Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – 
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    Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tesebut menjadi wewenang    
    Pengadilan Agama Surakarta dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan   
     ketentuan yang berlaku maka dapat diterima. Peradilan Agama adalah salah   
     satu pelaku kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang   
     beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud Undang-   
     Undang, Peradilan Agama berwenang memeriksa , mengadili , memutus dan  
     menyelesaikan perkara antara orang orang yang beragama islam yang    
     berkaitan dengan masalah perkawinan , waris wasiat , hibah wakaf , infak ,     
     sodaqoh dan ekonomi syari’ah.  
                Berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan Pengadilan Agama  
     mempunyai Kewenanagan / Kekuasaan Relatif  (Relative comptentie)  
     adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam  
     lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan  
     wilayah lingkungan peradilan Agama.  
                Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam  
     perkara permohonan akan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya  
     meliputi kediaman Permohon, berdasarkan Undang –Undang No. 7 Tahun  
     1989 adalah sebagai berikut “Permohonan Dispensasi perkawinan bagi  
     calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun bagi  
     laki laki dan 16 tahun untuk perempuan diajukan oleh orang tua yang     
    bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi  
    kediaman pemohon.  
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                Berdasarkan surat surat bukti yang diajukan para pemohon dan  
    keterangan anak para pemohon /calon suami dan saksi saksi yang diajukan   
    Pemohon. Telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah nyata  
     bahwa kehendak pernikahan tersebut telah memenuhi syarat syarat  
     perkawinan pasal 6 Undang –Undang no. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 6 ayat  
     1 disebutkan bahwa “ perkawinan harus ini di dasarkan atas persetujuan  
     kedua orang mempelai dari kasus ini bisa dilihat calon mempelai memang      
     sudah berkehendak untuk menikah, hanya saja kedua calon mempelai     
     terhambat oleh usia calon mempelai laki  yang masih 17 tahun 11 bulan.  
     Sedangkan pada pasal 6 ayat 2 disebutkan ‚untuk melangsungkan  
     perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat    
     ijin kedua orang tua‛ Permohonan dispensasi perkawinan ini memang telah   
     mendapatkan ijin dari orang tua calon mempelai laki-laki maupun calon   
     mempelai perempuan, hal ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan  
     dispensasi perkwainan yang dilakukan kedua orang tua calon mempelai     
     (baik itu laki-laki maupun perempuan) kepada pihak pengadilan agama   
     Surakarta. 
                 Menimbang, bahwa anak para Pemohon, tersebut dilahirkan pada 
     tanggal 17 Mei 1997 pada saat ini ia masih berumur 17 tahun, 11 bulan   
     sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
     1974, maka untuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan.            
     Dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 ‚perkawianan hanya diijinkan jika pihak pria   
     sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun‛, hal         
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     yang senada juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1  
    ‚untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya   
     boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan  
     pasal 7 Undang-Undang no.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- 
     kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16  
     tahun berdasarkan pasal-pasal diatas umur calon mempelai perempuan    
     kurang dari batas minimal usaia yang telah ditetapkan. Mekanisme   
     selanjutnya agar perkawinan ini dapat berjalan, kedua orang tua dari calon  
     mempelai harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan  
     agama. 
                Dalam melakukan penetapan ini, hakim pengadilan agama juga ingin  
     memastikan bahwasannya kedua orang calon mempelai yang hendak  
    melaksanakan perkawinan tidak dengan paksaaan, hal ini dikarenakan  
    dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa ‚perkawinan harus didasarkan atas  
    persetujuan kedua calon mempelai‛ berdasarkan keterangan-keterangan para  
    Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7  
    serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah    
     berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang     
     laki-laki bernama Jaka bin Mr. X hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan  
    dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal- hal yang melanggar hukum  
    dan norma kesusilaan. 
                Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2  
     ‚perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  
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  anak dan hak-haknya agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,  
   secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat   
   perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi‛ jika melihat keterangan saksi  
   diatas secara cermat bahwa‚ hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan  
   dengan  pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum  
    dan norma kesusilaan‛ dispensasi ini merupakan bentuk perlindungan anak agar    
    dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai  
    dengan harkat dan martabat kemanusiaan meskipun dalam pasal lain di UU   
    No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 poin c ‚ 
                 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk  mencegah  
     terjadinya perkawinan pada usia anak-anak‛, dan bukankah pemberian  
     dispensasi ini bentuk perlindungan dari diskriminasi atas anak para  
     Pemohon yang telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering  
     bersama dengan seorang laki-laki bernama Jaka Bin Mr. X    
     agar sesegera mungkin menjadi sah hubungan itu dihadapan agama maupun  
     negara.  Karena pada kasus ini kedua orang tua dari kedua calon mempelai  
    sudah melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi perkawinan pada usia  
    anak-anak, namun pada akhirnya kedua orang tua dari kedua calon  
     mempelai sudah tidak sanggup lagi melakukan tindak pencegahan  
    sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2002. Titik inilah  
    yang dijadikan pengadilan agama Surakarta  kemudian menuliskan  
    pertimbangan dengan kalimat, Menimbang, bahwa anak para Pemohon  
    dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan   
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    sama-sama berkehendak untuk melaksanakan pernikahan karena memang  
    sudah tidak ada jalan keluar lagi selain memberikan dispensasi perkawinan  
     kepada para pemohon. Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan  
    calon suaminya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah,  
     kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi  
     pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi  
     dilangsungkannya pernikahan mereka. Hal ini sudah sesuai dengan  
     Kompilasi Hukum Islam pasal 39 tentang larangan kawin. 
                Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon 
     tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan  
     perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  
     namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari  
     segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk  
     menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam persidangan  
     majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada calon mempelai  
     perempuan tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya  
     perkawinan seperti adanya tanggung jawab seorang istri melayani suaminya  
     dan sebagi ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurusi         
     segala urusan rumah tangga. dari penjelasan tersebut calon mempelai      
      perempuan yang masih  dibawah umur menyatakan kesanggupannya  
     didepan mejelis hakim atas akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya  
     perkawinan tersebut. Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di  
     atas dihubungkan dengan Al-Qur’an   sebagaimana berbunyi : 
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                  
                      1    
    Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan  
   orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan  
   perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan  
  karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui‛.2 
 
                 Maksud dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan melakukan  
     perkawinan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang layak melakukan  
     perkawinan dengan catatan perkawianan itu tidak melanggar aturan dalam  
     hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang  
     perkawinan Doktrin qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : 
                 لحاصلما بلاج ىلع مدقمدسافلماءرد  
     Artinya: ‚Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik  
                      kemaslahatan‛. 
 
                Maka dalam perkara ini pernikahan anak para Pemohon dengan calon  
     istrinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar  
     hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah  
    diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon istri dan calon suami telah  
     erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan  
     terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan. Menarik  
     kemaslahatan, Dari segi fisik bahwa calon mempelai laki laki yang  
                                                             
      
1
. QS. AN NUR (24) : 32   
      2  Departemen Agama RI , Al Qur’an dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2006 . hlm    
          354 
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     dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan  
     Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu  
     eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan. Menolak kerusakan,  
     tentang adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera     
     dikawinkan. Dapat dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak laki laki yang  
     masih berusia 17 tahun 11 bulan ini harus di berikan dispensasi perkawinan  
     karena menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika  
     mereka tidak segera dinikahkan akan di takutkan terjadi hal-hal yang tidak  
     diinginkan mungkin  seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. 
                    Hakim pengadilan Agama Surakarta mengunakan dasar hukum yang  
       menerima permohonan yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui  
      pertanyaan yang diutarakan saat para hakim menanyai permohon calon suami  
      dan calon istri  di dalam persidangan dan juga mengunakan kaidah fiqh yang  
     dimana sudah kami tuangkan diatas.    
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B.  Tinjauan saddudz dzari’ah/ Kaidah Fiqh  terhadap dasar dan     
     pertimbanga Hakim pada Perkara no 26/Pdt.P/2015/PA.Ska ? 
                 Menimbang, bahwa anak para Pemohon, tersebut dilahirkan pada  
    tanggal 17 Mei 1997 pada saat ini ia masih berumur 17 tahun, 11 bulan, 
    sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
    maka untuk menikahkan tersebut harus ada dispensasi dari pengadilan.    
    Sebenarnya tidak ada persyaratan usia dalam hukum Islam jika hendak  
     melaksanakan perkawianan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk  
     melaksanakan perkawinan ialah baligh. Berdasarkan keterangan tersebut  
     bahwa persyaratan yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 ‚perkawianan hanya  
     diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah      
     mencapai 16 tahun‛, maupun Dari penelitian yang penulis lakukan, data yang  
     pertama penulis temukan ialah tidak adanya batasan baligh yang cukup ketat  
     dalam fiqih.  
                 Berdasarkan keterangan tersebut bahwa persyaratan yang dijelaskan  
     pada pasal 7 ayat 1 ‚perkawianan hanya diijinkan jika pihak pria sudah  
     mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, maupun  
                Fokus utama penulis dalam temuan data justru bukan pada batasan  
     baligh atau umur agar seseorang bisa sah untuk melaksanakan perkawinan,  
     karena penetapan 26/Pdt.P/2015/PA.Ska Sebagaimana diketahui bersama  
     bahwasannya Hakim ketua (Bp. Mahmudin) setelah melihat beberapa  
     kondisi, seperti telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, serta penetapan  
     permohonan ini menggunakan kaidah fiqihiyah dalam artian yang  
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    sesungguhnya berdasarkan amatan penulis serta kehati-hatian penulis dalam  
    menafsirkan kaidah tersebut; para hakim pengadilan agama ini justru tidak  
    kaku, dan melakukan pertimbangan yang matang dari berbagai sisi. Undang- 
    Undang perkawinan memang menetapkan batas umur diperbolehkannya suatu  
    perkawinan meskipun pada pasal selanjutnya. Sebagaimana diketahui bersama  
    bahwa keterangan-keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti  
    P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti  
    bahwa anak para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta  
    sering bersama dengan seorang laki-laki bernama Jaka bin Mr.X hubungan      
    mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa  
    terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan; serta kenyataan  
    bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ternyata  
    terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau  
    hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara  
    hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka. 
                Sesungguhnya apa yang dilakukan para hakim pengadilan agama  
    tidaklah selalu normatif dengan apa yang dikatakan Undang-undang akan tetapi  
    masih mau membuka kembali pemikiran yang terkandung dalam Undang- 
    Undang serta berkenan melihat fenomena sosial yang kompleks.   Hal ini bisa        
    dibuktikan ketika hakim yang melihat bahwa si calon mempelai laki-laki  
    dipandang sudah siap baik itu dari sisi perekonomian,  
    dinilai matang Dalam hal ini para hakim melihat segi kondisi orang  
    yang  
92 
 
    melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu  
    dapat dikenakan hukum wajib, perkawinan menjadi wajib bagi calon mempelai  
     yang uang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial  
     dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual  
    dalam dirinya, sementara dari pihak keluarga khawatir terjerumus dalam  
    perzinaan apabila tidak menikah. Tindakan hakim, ini mengingat bahwa  
    menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib 
     hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.  
                Hal ini kemudian diperkuat dengan dasar akan fakta-fakta tersebut di 
atas dihubungkan dengan Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi : 
                  
                      
 
Artinya : ‚Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan 
orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan 
perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan 
karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui‛. 
             
            Dasar pertimbangan Hakim lainnya yang diungkapkan dalam penetapan 
    dispensasi perkawinan ini adalah menggunakan kaidah fiqhiyah.  
لحاصلما بلاج ىلع مدقمدسافلماءرد 
                Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon     
    istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat  
    mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan     
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     Perkawinan. Dan dari segi fisik bahwa calon mempelai pria yang dimohonkan  
    dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan. Selanjutnya ialah  
    menolak kerusakan bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu erat nya  
    dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan serta kekhawatiran adanya  
    pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan. Dapat  
    dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak pria yang masih berusia 17 tahun    
    11 bulan ini harus di berikan dispensasi perkawinan karena menurut kaidah    
     fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera dinikahkan  
    akan di takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin seperti  
    terjadinya kehamilan diluar nikah. Selain itu mengunakan maqasid asy-syari’ah  
    permohon dispensasi nikah menjadi penting karena apabila permohonana  
    dispensasi kawin ditolak atau tidak di ijinkan akan menganggu eksistensi dari  
    salaah satu bagian dari maqasid as syariah yakni memlihara keturunan. 
               Kaidah Fiqh yang dipakai dalam permohonan nomor   
    26/Pdt.P/2015/PA.ska sudah sesuai dengan maksud dan tujuan adanya kaidah  
    fiqh ini, karena dalam hal ini hakim pengadilan Agama Surakarta  
    meninggalkan kemaslahatan yakni dengan tetap menetapkan batas umur  
    menikah sesuai dengan UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tapi juga  
    memberikan kelonggaran kepada permohon perlu tidaknya diberikanya  
    dispensasi berdasarkan fakta persidangan. Dan hakim mengunakan prinsip  
    menolak kemadharatan karena akinbatanya  bila terjadi suatu putusan tentang  
    tidak diterima suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan diantara  
    pasangan dibawah umur.         
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BAB IV  
ANALISA DAN PEMBAHASAN  
 
A. Dasar dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang  
     digunakan dalam memutus perkara dispensasi nikah nomor  
       26/Pdt.P/2015/PA.Ska? 
                Pengadilan Agama Surakarta dalam memeriksa serta memutus perkara    
     yang berkaitan dengan pemberian surat Dispensasi tentu mempunyai prosedur  
     serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani  
     kasus ini , dasar hukum ini yang akan menentukan apakah akan dikabulkan  
    atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang di ajukan akan di  
    kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat  
    berdasarkan Undang Undang ataupun secara syari’ah untuk dikabulkan dalam  
    permohonan Dispensasi yang diajukan. Berikut ini dasar pertimbangan hakim  
    yang digunakan Pengadilan Agama dalam memutus perkara no     
    26/Pdt.P/2015/Pa.Ska . 
     1. Asas Hakim Bersifat menunggu. 
                Maksudnya adalah hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang      
     diajukan ke pengadilan , apabila tidak ada tuntuntan hak atau maka tidak ada  
     hakim, akan tetapi bila ada perkara yang masuk maka hakim tidak boleh  
     menolak dan harus memproses sesuai dengan Undang Undang.   
                Berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang –Undang  
    Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – 
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    Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tesebut menjadi wewenang    
    Pengadilan Agama Surakarta dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan   
     ketentuan yang berlaku maka dapat diterima. Peradilan Agama adalah salah   
     satu pelaku kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang   
     beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud Undang-   
     Undang, Peradilan Agama berwenang memeriksa , mengadili , memutus dan  
     menyelesaikan perkara antara orang orang yang beragama islam yang    
     berkaitan dengan masalah perkawinan , waris wasiat , hibah wakaf , infak ,     
     sodaqoh dan ekonomi syari’ah.  
                Berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan Pengadilan Agama  
     mempunyai Kewenanagan / Kekuasaan Relatif  (Relative comptentie)  
     adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam  
     lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan  
     wilayah lingkungan peradilan Agama.  
                Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam  
     perkara permohonan akan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya  
     meliputi kediaman Permohon, berdasarkan Undang –Undang No. 7 Tahun  
     1989 adalah sebagai berikut “Permohonan Dispensasi perkawinan bagi  
     calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun bagi  
     laki laki dan 16 tahun untuk perempuan diajukan oleh orang tua yang     
    bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi  
    kediaman pemohon.  
84 
 
                Berdasarkan surat surat bukti yang diajukan para pemohon dan  
    keterangan anak para pemohon /calon suami dan saksi saksi yang diajukan   
    Pemohon. Telah nyata bahwa kehendak pernikahan tersebut telah nyata  
     bahwa kehendak pernikahan tersebut telah memenuhi syarat syarat  
     perkawinan pasal 6 Undang –Undang no. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 6 ayat  
     1 disebutkan bahwa “ perkawinan harus ini di dasarkan atas persetujuan  
     kedua orang mempelai dari kasus ini bisa dilihat calon mempelai memang      
     sudah berkehendak untuk menikah, hanya saja kedua calon mempelai     
     terhambat oleh usia calon mempelai laki  yang masih 17 tahun 11 bulan.  
     Sedangkan pada pasal 6 ayat 2 disebutkan ‚untuk melangsungkan  
     perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat    
     ijin kedua orang tua‛ Permohonan dispensasi perkawinan ini memang telah   
     mendapatkan ijin dari orang tua calon mempelai laki-laki maupun calon   
     mempelai perempuan, hal ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan  
     dispensasi perkwainan yang dilakukan kedua orang tua calon mempelai     
     (baik itu laki-laki maupun perempuan) kepada pihak pengadilan agama   
     Surakarta. 
                 Menimbang, bahwa anak para Pemohon, tersebut dilahirkan pada 
     tanggal 17 Mei 1997 pada saat ini ia masih berumur 17 tahun, 11 bulan   
     sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
     1974, maka untuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari pengadilan.            
     Dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 ‚perkawianan hanya diijinkan jika pihak pria   
     sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun‛, hal         
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     yang senada juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1  
    ‚untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya   
     boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan  
     pasal 7 Undang-Undang no.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- 
     kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16  
     tahun berdasarkan pasal-pasal diatas umur calon mempelai perempuan    
     kurang dari batas minimal usaia yang telah ditetapkan. Mekanisme   
     selanjutnya agar perkawinan ini dapat berjalan, kedua orang tua dari calon  
     mempelai harus mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan  
     agama. 
                Dalam melakukan penetapan ini, hakim pengadilan agama juga ingin  
     memastikan bahwasannya kedua orang calon mempelai yang hendak  
    melaksanakan perkawinan tidak dengan paksaaan, hal ini dikarenakan  
    dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa ‚perkawinan harus didasarkan atas  
    persetujuan kedua calon mempelai‛ berdasarkan keterangan-keterangan para  
    Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7  
    serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah    
     berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang     
     laki-laki bernama Jaka bin Mr. X hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan  
    dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal- hal yang melanggar hukum  
    dan norma kesusilaan. 
                Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2  
     ‚perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  
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  anak dan hak-haknya agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,  
   secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat   
   perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi‛ jika melihat keterangan saksi  
   diatas secara cermat bahwa‚ hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan  
   dengan  pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum  
    dan norma kesusilaan‛ dispensasi ini merupakan bentuk perlindungan anak agar    
    dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai  
    dengan harkat dan martabat kemanusiaan meskipun dalam pasal lain di UU   
    No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 poin c ‚ 
                 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk  mencegah  
     terjadinya perkawinan pada usia anak-anak‛, dan bukankah pemberian  
     dispensasi ini bentuk perlindungan dari diskriminasi atas anak para  
     Pemohon yang telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering  
     bersama dengan seorang laki-laki bernama Jaka Bin Mr. X    
     agar sesegera mungkin menjadi sah hubungan itu dihadapan agama maupun  
     negara.  Karena pada kasus ini kedua orang tua dari kedua calon mempelai  
    sudah melakukan berbagai usaha agar tidak terjadi perkawinan pada usia  
    anak-anak, namun pada akhirnya kedua orang tua dari kedua calon  
     mempelai sudah tidak sanggup lagi melakukan tindak pencegahan  
    sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 tahun 2002. Titik inilah  
    yang dijadikan pengadilan agama Surakarta  kemudian menuliskan  
    pertimbangan dengan kalimat, Menimbang, bahwa anak para Pemohon  
    dengan calon suaminya tersebut telah menyatakan telah saling mencintai dan   
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    sama-sama berkehendak untuk melaksanakan pernikahan karena memang  
    sudah tidak ada jalan keluar lagi selain memberikan dispensasi perkawinan  
     kepada para pemohon. Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan  
    calon suaminya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah,  
     kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi  
     pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi  
     dilangsungkannya pernikahan mereka. Hal ini sudah sesuai dengan  
     Kompilasi Hukum Islam pasal 39 tentang larangan kawin. 
                Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak para Pemohon 
     tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan  
     perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  
     namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari  
     segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk  
     menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam persidangan  
     majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada calon mempelai  
     perempuan tentang akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya  
     perkawinan seperti adanya tanggung jawab seorang istri melayani suaminya  
     dan sebagi ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurusi         
     segala urusan rumah tangga. dari penjelasan tersebut calon mempelai      
      perempuan yang masih  dibawah umur menyatakan kesanggupannya  
     didepan mejelis hakim atas akibat-akibat yang akan timbul setelah terjadinya  
     perkawinan tersebut. Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di  
     atas dihubungkan dengan Al-Qur’an   sebagaimana berbunyi : 
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                  
                      1    
    Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan  
   orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan  
   perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan  
  karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui‛.2 
 
                 Maksud dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan melakukan  
     perkawinan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang layak melakukan  
     perkawinan dengan catatan perkawianan itu tidak melanggar aturan dalam  
     hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang  
     perkawinan Doktrin qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : 
                 لحاصلما بلاج ىلع مدقمدسافلماءرد  
     Artinya: ‚Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik  
                      kemaslahatan‛. 
 
                Maka dalam perkara ini pernikahan anak para Pemohon dengan calon  
     istrinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar  
     hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah  
    diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon istri dan calon suami telah  
     erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan  
     terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan perkawinan. Menarik  
     kemaslahatan, Dari segi fisik bahwa calon mempelai laki laki yang  
                                                             
      
1
. QS. AN NUR (24) : 32   
      2  Departemen Agama RI , Al Qur’an dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2006 . hlm    
          354 
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     dimohonkan dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan  
     Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu  
     eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan. Menolak kerusakan,  
     tentang adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera     
     dikawinkan. Dapat dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak laki laki yang  
     masih berusia 17 tahun 11 bulan ini harus di berikan dispensasi perkawinan  
     karena menurut kaidah fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika  
     mereka tidak segera dinikahkan akan di takutkan terjadi hal-hal yang tidak  
     diinginkan mungkin  seperti terjadinya kehamilan diluar nikah. 
                    Hakim pengadilan Agama Surakarta mengunakan dasar hukum yang  
       menerima permohonan yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui  
      pertanyaan yang diutarakan saat para hakim menanyai permohon calon suami  
      dan calon istri  di dalam persidangan dan juga mengunakan kaidah fiqh yang  
     dimana sudah kami tuangkan diatas.    
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B.  Tinjauan saddudz dzari’ah/ Kaidah Fiqh  terhadap dasar dan     
     pertimbanga Hakim pada Perkara no 26/Pdt.P/2015/PA.Ska ? 
                 Menimbang, bahwa anak para Pemohon, tersebut dilahirkan pada  
    tanggal 17 Mei 1997 pada saat ini ia masih berumur 17 tahun, 11 bulan, 
    sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
    maka untuk menikahkan tersebut harus ada dispensasi dari pengadilan.    
    Sebenarnya tidak ada persyaratan usia dalam hukum Islam jika hendak  
     melaksanakan perkawianan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk  
     melaksanakan perkawinan ialah baligh. Berdasarkan keterangan tersebut  
     bahwa persyaratan yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 ‚perkawianan hanya  
     diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah      
     mencapai 16 tahun‛, maupun Dari penelitian yang penulis lakukan, data yang  
     pertama penulis temukan ialah tidak adanya batasan baligh yang cukup ketat  
     dalam fiqih.  
                 Berdasarkan keterangan tersebut bahwa persyaratan yang dijelaskan  
     pada pasal 7 ayat 1 ‚perkawianan hanya diijinkan jika pihak pria sudah  
     mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, maupun  
                Fokus utama penulis dalam temuan data justru bukan pada batasan  
     baligh atau umur agar seseorang bisa sah untuk melaksanakan perkawinan,  
     karena penetapan 26/Pdt.P/2015/PA.Ska Sebagaimana diketahui bersama  
     bahwasannya Hakim ketua (Bp. Mahmudin) setelah melihat beberapa  
     kondisi, seperti telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, serta penetapan  
     permohonan ini menggunakan kaidah fiqihiyah dalam artian yang  
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    sesungguhnya berdasarkan amatan penulis serta kehati-hatian penulis dalam  
    menafsirkan kaidah tersebut; para hakim pengadilan agama ini justru tidak  
    kaku, dan melakukan pertimbangan yang matang dari berbagai sisi. Undang- 
    Undang perkawinan memang menetapkan batas umur diperbolehkannya suatu  
    perkawinan meskipun pada pasal selanjutnya. Sebagaimana diketahui bersama  
    bahwa keterangan-keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti  
    P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti  
    bahwa anak para Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta  
    sering bersama dengan seorang laki-laki bernama Jaka bin Mr.X hubungan      
    mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa  
    terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan; serta kenyataan  
    bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ternyata  
    terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau  
    hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara  
    hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka. 
                Sesungguhnya apa yang dilakukan para hakim pengadilan agama  
    tidaklah selalu normatif dengan apa yang dikatakan Undang-undang akan tetapi  
    masih mau membuka kembali pemikiran yang terkandung dalam Undang- 
    Undang serta berkenan melihat fenomena sosial yang kompleks.   Hal ini bisa        
    dibuktikan ketika hakim yang melihat bahwa si calon mempelai laki-laki  
    dipandang sudah siap baik itu dari sisi perekonomian,  
    dinilai matang Dalam hal ini para hakim melihat segi kondisi orang  
    yang  
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    melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu  
    dapat dikenakan hukum wajib, perkawinan menjadi wajib bagi calon mempelai  
     yang uang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial  
     dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual  
    dalam dirinya, sementara dari pihak keluarga khawatir terjerumus dalam  
    perzinaan apabila tidak menikah. Tindakan hakim, ini mengingat bahwa  
    menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib 
     hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.  
                Hal ini kemudian diperkuat dengan dasar akan fakta-fakta tersebut di 
atas dihubungkan dengan Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi : 
                  
                      
 
Artinya : ‚Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan 
orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan 
perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan 
karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui‛. 
             
            Dasar pertimbangan Hakim lainnya yang diungkapkan dalam penetapan 
    dispensasi perkawinan ini adalah menggunakan kaidah fiqhiyah.  
لحاصلما بلاج ىلع مدقمدسافلماءرد 
                Maksud dari kaidah diatas adalah menarik kemaslahatan antara calon     
    istri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat  
    mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa jika tidak segera dilaksanakan     
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     Perkawinan. Dan dari segi fisik bahwa calon mempelai pria yang dimohonkan  
    dispensasi kawin telah cukup pantas melakukan perkawinan. Selanjutnya ialah  
    menolak kerusakan bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu erat nya  
    dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan serta kekhawatiran adanya  
    pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan. Dapat  
    dipahami dalam kasus dispensasi ini pihak pria yang masih berusia 17 tahun    
    11 bulan ini harus di berikan dispensasi perkawinan karena menurut kaidah    
     fiqhiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera dinikahkan  
    akan di takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin seperti  
    terjadinya kehamilan diluar nikah. Selain itu mengunakan maqasid asy-syari’ah  
    permohon dispensasi nikah menjadi penting karena apabila permohonana  
    dispensasi kawin ditolak atau tidak di ijinkan akan menganggu eksistensi dari  
    salaah satu bagian dari maqasid as syariah yakni memlihara keturunan. 
               Kaidah Fiqh yang dipakai dalam permohonan nomor   
    26/Pdt.P/2015/PA.ska sudah sesuai dengan maksud dan tujuan adanya kaidah  
    fiqh ini, karena dalam hal ini hakim pengadilan Agama Surakarta  
    meninggalkan kemaslahatan yakni dengan tetap menetapkan batas umur  
    menikah sesuai dengan UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tapi juga  
    memberikan kelonggaran kepada permohon perlu tidaknya diberikanya  
    dispensasi berdasarkan fakta persidangan. Dan hakim mengunakan prinsip  
    menolak kemadharatan karena akinbatanya  bila terjadi suatu putusan tentang  
    tidak diterima suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan diantara  
    pasangan dibawah umur.         
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BAB V 
Kesimpulan dan Saran  
 
 
 
A. Kesimpulan  
                   Proses yang digunakan dalam menyelesaikan permohonan nomor     
     26/Pdt.P/2015/PA.Ska yakni hakim pengadilan surakarta menunggu surat  
     permohonan masuk ke pengadilan Agama Surakarta dan hakim tidak mencari  
      perkara sendiri (asas hakim bersifat menunggu) kemudian diproses dan  
      memutus perkara yang sudah di ajukan oleh pemohon, dan dasar hakim yang  
      digunakan  adalah melihat dari segi fisik maupun psikis dari pihak calon  
      suami (permohon) mampu tidaknya memberikan nafkah lahir maupun batin,  
      Mengunakan kaidah fiqh         
                           لحاصلما بلاج ىلع مدقمدسافلماءرد  
                       Kaidah Fiqh yang dipakai dalam permohonan nomor  
      26/Pdt.P/2015/PA.ska sudah sesuai dengan maksud dan tujuan adanya kaidah  
      fiqh ini, karena dalam hal ini hakim pengadilan Agama Surakarta  
      meninggalkan kemaslahatan yakni dengan tetap menetapkan batas umur  
      menikah sesuai dengan UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tapi juga  
     memberikan kelonggaran kepada permohon perlu tidaknya diberikanya  
     dispensasi berdasarkan fakta persidangan. Dan hakim mengunakan prinsip  
     menolak kemadharatan karena akibatnya bila terjadi suatu putusan tentang      
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   tidak diterima suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan diantara  
    pasangan dibawah umur  
B. Saran  
         Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran  
    sebagai berikut :  
   1. sebaiknya dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 dicantumkan alasan  
   alasan izin dispensasi nikah agar hakim dalam menetapkan izin dispensasi nikah  
    dapat memberikan keputusan yang terbaik tanpa campur tangan pihak lain  
2. sebaiknya hakim memperketat persyaratan persyaratan dalam mengajukan  
      permohonan izin dispensasi nikah dibawah umur dengan tujuan untuk  
      mengurangi jumlah kasus penikahan di usia dini yang sekarang sedang marak  
        terjadi di indonesia  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2015/PA.Ska.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara 
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 
perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :
Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat 
tinggal di XXX , Kota Surakarta, selanjutnya disebut  Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat permohonan Pemohon;
Setalah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 
2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta 
dibawah Nomor 0032/Pdt.P/2015/PA.Ska. mengemukakan hal-hal yang pada 
pokoknya:
1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX 
pada tanggal 16 Juli 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana 
yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 16 Juli 
1989;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut belum 
pernah bercerai dan telah hidup bersama hingga sekarang telah dikaruniai 2 
orang anak bernama : 
a. Anak I, lahir 31 Nopember 1990;
b. Anak II, lahir 11 Oktober 1997;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung Pemohon:      
1
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Nama               : XXX ;
Tanggal lahir     : 11 Oktober 1997 (umur 17 tahun, 7 bulan);
Agama              : Islam;
Pekerjaan          : karyawan bengkel;
Bertempat tinggal di : Kalirahman RT.002 RW. 005 Kelurahan Gandekan, 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
Hendak menikah dengan calon isterinya:
Nama               : XXX ;
Tanggal lahir    : 14 Juli 1998 (umur 16 tahun, 10 bulan);
Agama              : Islam;
Pekerjaan          : dagang;
Bertempat tinggal di : Semanggi RT.03 RW. 21 Kelurahan Semanggi, 
Kecamatan  Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut 
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak  Pemohon  belum 
mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah 
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 
dengan Surat Nomor: Kk.11.31.4/PW.02/22/V/2015;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena 
calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan 
anak Pemohon;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada 
larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak  Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah 
siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai 
Buruh dengan penghasilan tetap setiap minggunya  Rp. 200.000  (dua ratus 
ribu  rupiah);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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putusan.mahkamahagung.go.id
        Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,  Pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama 
XXX untuk menikah dengan dengan calon isterinya bernamaXXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri 
di persidangan dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim 
menyatakan tetap pada permohonannya;
Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan dan 
nasehat-nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada 
permohonannya, Pemohon menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya yang 
masih belum cukup umur karena anak Pemohon sudah sangat mendesak 
karena calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon (Sukadis bin Pawiro 
Sentono), telah mengizinkan dan bersedia menjadi wali dalam pernikahan 
antara anak Pemohon dengan anaknya, karena tidak ada hubungan muhrim, 
tidak ada hubungan sesusuan serta  tidak ada halangan untuk menikah dan 
karena antara mereka sudah saling cinta mencintai, bahkan anak saya sudah 
hamil 6 bulan;
Bahwa Pemohon di muka sidang telah meneguhkan permohonannya 
dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Kota Surakarta, NomorXXX, tanggal 21 November 2013, telah 
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian 
diberi kode P. 1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon NomorXXX , tanggal 16 Juli 1989, 
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
3
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Sukoharjo, telah dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata 
cocok, kemudian diberi kode P. 2; 
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor  XXX , tanggal 03 Desember 1997 
atas nama Tomi Andika Widya Purnomo, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan 
Sipil, Kota Surakarta, telah dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya 
ternyata cocok, diberi kode P. 3;
4. Surat Penolakan Pernikahan  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pasar Kiwon, Kota Surakarta, Nomor Kk.11.31.4/PW.02/22/V/2015, 
tanggal 07 Mei 2015, surat tersebut adalah asli, oleh majelis hakim diberi kode 
P.4;
Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 
2 orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya:
1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Percetakan,  tempat tinggal 
di Semanggi, RT. 003. RW. 021, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya     memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu maksud  kedatangannya   di    persidangan   ini   untuk 
memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan dispensasi 
nikah anak Pemohon yang belum cukup umur bernamaXXX ; 
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang akan menikah 
denganXXX ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, mereka tidak ada hubungan 
Nasab maupun halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan 
calon istri anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;
2. Saksi II, umur 52 tahun,  agama   Islam,   pekerjaan  buruh, tempat tinggal  di 
Kalirahman, RT. 002.   RW.   005, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, 
Kota Surakarta, di  bawah  sumpahnya      memberikan keterangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu  maksud   kedatangannya   di    persidangan   ini   untuk 
memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan dispensasi 
nikah anak Pemohon yang belum cukup umur sehingga ditolak oleh 
Kantor Urusan Agama; 
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang akan menikah 
denganXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya, mereka tidak ada hubungan 
Nasab maupun halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja di Bengkel Mobil dengan penghasilan 
setiap minggu sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 
calon istri anak Pemohon bekerja sebagai pedagang di rumah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh 
Pemohon;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat 
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
penetapan ini.
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) yang 
diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil ( telah 
dicocokkan dengan aslinya ternyta bersesuaian dan telah dimeterai sesuai 
ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea 
Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan 
Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai),  sebagai alat bukti maka dapat 
diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-
sungguh memberikan arahan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tetap 
pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak 
Pemohon yang bernama Tomo Andika Widya Purnomo bin Kadi Purwanto, lahir 
tanggal 11 Oktober 1997 belum mencapai 19 tahun, sehingga oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, ditolak, pada hal 
pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan 
karena antara mereka sudah saling cinta mencintai dan bahkan calon istri anak 
Pemohon telah hamil 4 bulan akibat hubungan mereka;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi  Kartu 
Tanda Penduduk Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum 
yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) 
Kompilasi Hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surakarta;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon  
dengan Istrinya bernama Mulyani binti Partowiyono adalah suami istri yang sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon ternyata baru 
mencapai umur 17 tahun 07 bulan, sehingga untuk melangsungkan pernikahan 
diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 
(7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 15 ayat 
(1) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa anak 
Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah hanya 
kekurangan syarat yaitu anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum 
cukup umur untuk menikah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Menimbang, bahwa keterangan dari calon mempelai bahwa mereka 
saling mencintai dan telah siap menikah untuk membentuk rumah tangga;
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Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh mereka 
calon mempelai yang masih di bawah umur untuk nikah direstui/diizinkan oleh 
masing-masing orang tuanya atau walinya, hal tersebut telah terpenuhi Pasal 6 
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 15 ayat (2) Kompilasi 
Hukum Islam;
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan keterangan 
masing-masing saksi saling bersesuaian, maka dapat dipertimbangkan sebagai 
alat bukti dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi seperti 
tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di 
persidangan :
• Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan 
yaitu baru berumur 17 tahun 07 bulan, sedangkan calon istrinya telah berumur 
16 tahun 10 bulan;
• Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai calon istrinya bahkan calon 
istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
• Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan 
nasab atau hubungan sesusuan;
• Bahwa anak Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan 
bertanggung jawab sebagai seorang suami;
• Bahwa calon suami dan calon istri mendapatkan izin dari orang tuanya atau 
walinya untuk menikah;
Menimbang, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh mereka 
calon mempelai yang masih di bawah umur untuk nikah direstui/diizinkan oleh 
masing-masing orang tuanya atau walinya, hal tersebut telah terpenuhi Pasal 6 
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 15 ayat (2) KHI;
Menimbang, bahwa kemauan dan kesiapan calon mempelai untuk 
menikah dan telah disetujui kedua orang tua atau wali masing-masing, hal 
tersebut akan dapat pertolongan dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya 
dalam Al-Qur’an  surat An-Nur ayat 32 yang artinya “dan nikahlah orang-orang 
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sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-
hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 
kurnia-Nya, dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui”;
Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk 
melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
namun jika Anak Pemohon tidak dinikahkan justru akan terjadi hal yang tidak di 
inginkan dan bertentangan dengan agama dan akan menimbulkan banyak 
mafsadat, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik 
kemaslahatan, untuk itu permohonan Pemohon patut dikabulkan sesuai dengan 
kaidah fiqhiyah yang berbunyi :
حل اصـــملا بلـــج نم ىلوا دـــــس اـفملا ءر د
Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik 
kemaslakatan. Oleh karenanya permohonan tersebut patut 
dikabulkan” ;
Menimbang, bahwa mendasarkan atas pertimbangan tersebut di atas 
maka majelis hakim harus menyatakan bukti P.4 tentang Surat Penolakan 
Nomor  Kk.11.31.4/PW.02/22/2015 tanggal 07 Mei  2015 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, batal (neitiq);
Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidang 
perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon  sesuai 
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Mengingat ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan 
lain yang berhubungan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan 
anaknya yang bernama (XXX) umur 17 tahun 07 bulan,  untuk menikah dengan 
calon istrinya bernama (XXX) umur 16 tahun 10 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 
sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 
dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 Masehi bertepatan 
dengan tanggal 21 Sakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., 
M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Chairiyah dan Drs. Jayin, S.H., 
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 Masehi, 
bertepatan dengan tanggal 21 Sakban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Majelis 
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munir, 
S.H., M. H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.
Ketua Majelis,
Drs. Mahmudin, S.H.,  M.H.
       
Hakim Anggota,
                                
             Dra. Hj. Chairiyah                                            Drs. Jayin, S.H.,
Panitera Pengganti
M. Munir, S.H., M.H.
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Perincian Biaya Perkara
1. Pendaftaran   Rp    30.000,-
2. Administrasi   Rp    50.000,-
3. Panggilan   Rp    60.000,-
4. Redaksi   Rp      5.000,-
5. Meterai   Rp      6.000,-
Jumlah   Rp  151.000,-
     (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
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LAMPIRAN 
 
Hasil wawancara dengan Nara sumber (Drs. Mahmudin SH, MH) 
 
1.  Bagaimana Pendapat bapak tentang pandangan islam mengenai pernikahan     
     dibawah umur? Mohon penjelasan dari bapak ?  
     di dalam fiqh usia perkawinan tidak dibatasi namus merumus kepada  
     kematangan jasmani dan rohani calon suami istri tersebut. Undang Undang  
     membatasi usia minimal untuk melakukan pernikahan agar terlaksana azas  
     manfaat untuk mengatur kehidupan dan kemaslahatan manusia. 
2. Sepengetahuan bapak, pada usia berapa rata –rata calon suami istri mengajukan  
     permohonan dispensasi nikah mohon bapak sebutkan ?  
      dari beberapa perkara yang sudah diputus di pengadilan Surakarta , rata rata  
      usia pemohon yang mengajukan dispensasi adalah masih ada dibawah  batas   
      minimum pernikahan, akan tetapi , jika pihak laki laki berada dibawah 21  
      tahun, harus mendapatkan izin dari orang tua.    
 
3. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke  
    Pengadilan agama?  
    Yang berhak mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama adalah pihak  
     yang akan melakukan perkawinan dibawah umur tersebut , namun dapat juga  
     diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang akan melakukan perkawinan  
     dibawah umur tersebu . 
4. Sepengetahuan bapak, berapakah lamanya permohonan dispensasi perkawinan  
    ini dapat dikabulkan /? 
    lamanya perkara dispensasi perkawinan ini dpat dikabulkan tergantung pada  
    jalanya persidangan. Maksudnya apabila pemohon memenuhi prosedur yang  
    telah ditetapkan oleh pengadilan Agama maka majelis bisa mempertimbangkan  
    alasan alasan yang disampaikan oleh pemohon dan di dukung dengan adanya  
    keterangan dari saksi saksi persidangan.  
 
5. Apa landasan hakim Pengadilan agama Surakarta yang mengkabulkan perkara  
    no. 26/Pdt.P/2015/PA.Ska ? alasan majelis mengabulkan pemohonan dari  
    pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilaranng oleh agama.       
   Landasana hakim dalam mengabulkan permohonan adalah apabila tidak ada  
   terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam bab VI PASAL 39  
    sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis melihat alon  
   suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya.dari segi pekerjaan. Apabila  
   calon pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan  
   dapat memenuhi kebutuhan hidup, setelah berumah tangga nantinya , maka  
   majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawina bagi pemohon.  
6. Sepengetahuan bapak , apakah ada kasus pereraian oleh pernikahan dini di  
    Pengadilan Agama Surakarta ?  
    sejauh ini , belum ada perceraian yang disebabkan oleh perkawinan yang  
    berawal dari dispensasi perkawinan di pengadilan agama  
7. Apakah yang dilakukan hakim apabila belum ada perkara dispensasi yang    
    masuk ke pengadilan agama surakarta ?  
    hakim memiliki asas menunggu yaitu asas yang dimana hakim hanya bersifat  
    pasif dan ntidak  melakukan pencarian kasus melainkan menunggu kasus  
    tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta.  
  
8. Apakah Sumber hukum yang dipakai dalam menerima / menolak perkara  
    dispensasi nikah ? 
    sumber hukum kita pakai adalah kaidah fiqh menolak kemafsadatan adalah  
    lebih utama daripada menarik kemaslahatan, dalam kasus ini kan apabila  
    pernikahan tidak diperbolehkan oleh anak yang di bawah umur  , maka mereka  
    akan mencari jalan lain yaitu jalan kemaksiatan maka majelis hakim lebih  
    mengedepankan alasan itu agar tidak melakukan perbuatan zina   
 
9. menurut bapak kaidah fiqh yang tertulis dalam putusan ini apakah sudah  
    dijalankan sesuai dengan perintah Allah ? 
    sudah sesuai karena kita selaku hakim berusaha untuk memberikan  
    permohonan sesuai dengan fakta persidangan  
 
 
 
 
 
 
